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ABSTRAK 
BAMBANG HERMAWAN (B121 12 110), PELAKSANAAN WEWENANG 
WAKIL PRESIDEN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN, 
di bawah bimbinganACHMAD RUSLAN sebagai Pembimbing I dan 
MUH. ZULFAN HAKIM sebagai Pembimbing II. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui wewenang wakil presiden dalam 
penyelenggaraan pemerintahan dan untuk mengetahui pelaksanaan 
wewenang wakil presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan. 
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Jenis bahan 
hukum dalam penelitian ini menggunakan dua jenis bahan hukum, yaitu 
bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan 
data yang digunakan penulis yaitu studi kepustakaan (library research). 
Teknis analisis bahan hukum yang digunakan adalah analisis data 
kualitatif, yaitu dengan mengungkapkan dan memahami kebenaran 
masalah serta pembahasan dengan menafsirkan data yang diperoleh. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertama, kewenangan Wakil 
Presiden tidak diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. 
Wewenang Wakil Presiden hanya ditemukan dengan melihat peraturan 
perundang-undangan.` Dimana ditemukan bahwa ada 3  Kewenangan 
Wakil Presiden yakni: Kewenangan Wakil Presiden Sebagai Wakil Dari 
Presiden, Kewenangan Wakil Presiden Sebagai Pembantu Presiden, 
Kewenangan Wakil Presiden Sebagai Pengganti Presiden. Kedua, 
pelaksanaan kewenangan wakil presiden tergantung sumber dari 
kewenangan tersebut.  Kewenangan yang berumber dari atribusi 
pelaksanaan wewenang Wakil Presiden memperoleh wewenang secara 
langsung oleh Undang-Undang Dasar dan pelaksanaannya tanpa melalui 
perantara. Untuk kewenangan yang bersumber dari delegasi maka 
pelaksanaan wewenang ini terlebih dahulu haarus ada pendelegasian 
wewenang yang memiliki kekuatan hukum sehingga pelaksanaan 
wewenang Wakil Presiden dapat dikuatkan oleh hukum positif guna 
mengatur dan mempertahankannya. Mengenai pelaksanaan wewenang 
mandat ini terdapat aturan-aturan hukum tertulis dan tidak tertulis yang 
mengaturnya. Di samping itu, disertai pertanggung jawaban dan Wakil 
Presiden dalam melaksanakan wewenangnya hanya bekerja dan 
bertindak atas nama pemberi mandat dalam hal ini adalah Presiden.  
Kata Kunci: Kewenangan, Wewenang, Wakil Presiden. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Negara Indonesia merupakan Negara Hukum sebagaimana di 
sebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar 1945 bahwa 
“Negara Indonesia adalah negara hukum”. Penguatan atas Negara hukum 
juga dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (2) yang dinyatakan bahwa, 
“kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-
Undang Dasar”. Hal inilah yang kemudian memberikan pengakuan bahwa 
dianutnya prinsip supremasi hukum dan konstitusi di Indonesia. Selain itu 
berdasarkan pasal tersebut, Indonesia juga menganut prinsip demokrasi, 
sehingga dalam praktik ketatanegaraan Indonesia prinsip demokrasi dan 
Negara hukum dijalankan secara bersama-sama. 
Salah satu wujud dari penegakan demokrasi konstitusional adalah 
adanya pemilihan umum yang didasarkan undang-undang. Pemilihan 
umum di Indonesia diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan 
Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 
Berkenaan dengan hal tersebut, Presiden dan Wakil Presiden 
merupakan jabatan yang dipilih secara langsung oleh rakyat dikarenakan 
presiden memegang kekuasaan eksekutif. Presiden Republik Indonesia 
menurut Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 memegang 
kekuasaan pemerintahan negara menurut undang-undang dasar. Inilah 
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yang disebut sebagai prinsip “constitutional government”( Jimly 
Asshiddiqie, 2008:, Hlm 327-328). 
 Pemilihan umum presiden dan wakil presiden diatur dalam Pasal 
6A Undang Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa : 
(1) Presiden  dan  Wakil  Presiden  dipilih  dalam  satu  pasangan       
secara langsung oleh rakyat;  
(2) Pasangan  calon  Presiden  dan  Wakil  Presiden  diusulkan   oleh 
partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum 
sebelum melaksanakan pemilihan umum.  
(3) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan 
suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam 
pemilihan umum dengan  sedikitnya  dua  puluh  persen  suara  di  
setiap  provinsi  yang tersebar  di  lebih  dari  setengah  jumlah  
provinsi  di  Indonesia,  dilantik menjadi Presiden dan Wakil 
Presiden. 
(4) Dalam  hal  tidak  ada  pasangan  calon  Presiden  dan  Wakil  
Presiden terpilih,  dua  pasangan  calon  yang  memperoleh  suara  
terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh 
rakyat  secara langsung,  dan  pasangan  yang  memperoleh  suara  
rakyat  terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden  
(5) Tata  cara  pelaksanaan  pemilihan  Presiden  dan  Wakil  Presiden  
lebih lanjut diatur dalam undang-undang.menyatakan bahwa 
presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara 
langsung oleh rakyat. 
Makna pemilihan presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu 
pasangan secara langsung oleh rakyat menggambarkan jabatan presiden 
dan wakil presiden adalah satu kesatuan pasangan dan merupakan satu 
kesatuan lembaga kepresidenan. Dengan kata lain, keduanya merupakan 
dwi-tunggal. Meskipun keduanya merupakan satu kesatuan intitusi 
kepresidenan, keduanya adalah dua jabatan konstitusional yang berbeda. 
Karena itu, dapat diparadigmakan jabatan presiden dan wakil presiden 
merupakan dua organ yang tak terpisahkan tetapi dapat dan harus 
dibedakan satu sama lain. (Jimly Ashshiddiqie, 2006: hlm 129) 
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Dalam menjalankan tugasnya, presiden dibantu oleh seorang wakil 
presiden. Hal tersebut dirumuskan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang 
Undang Dasar 1945, yaitu “Dalam melakukan kewajibannya, Presiden 
dibantu oleh satu orang. Wakil Presiden”.Jika dikaji pasal 17 ayat (1) 
Undang Undang Dasar 1945, juga ditentukan bahwa Presiden dibantu 
oleh menteri-menteri Negara Dalam pasal 4 ayat (2) dan Pasal 17 ayat (1) 
sama-sama memakai istilah “dibantu”. Jika demikian berarti menurut 
Undang Undang Dasar 1945, wakil presiden dan para menteri Negara 
sama-sama merupakan pembantu presiden. Padahal menteri Negara 
menurut Pasal 17 ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, 
sedangkan presiden dan wakil Presiden menurut Pasal 6A ayat (1) sama-
sama dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.(Jimly 
Ashshiddiqie, 2008: hlm 328) Hal ini jelas mempunyai konsekuensi yang 
berbeda. 
Politik hukum pengisian jabatan wakil presiden yang disatukan 
dengan mekanisme pengisian jabatan presiden merupakan hal yang 
sangat prinsipil. Kemudian mengenai kedudukan dan kewenangan wakil 
presiden dalam Negara yang menganut paham demokrasi konstitusional 
merupakan hal yang sangat fundamental. 
Prinsip negara hukum menganalogikan setiap kewenangan dalam 
jabatan negara haruslah ditentukan melalui peraturan perundang-
undangan sehingga menghindarkan dari praktik negara kekuasaan, 
termasuk kedudukan wakil presiden. Menurut Jimly Ashsiddiqie, wakil 
presiden mempunyai lima kemungkinan posisi terhadap presiden, yaitu: 
(Jimly Ashshiddiqie, 2006: hlm 130). 
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(1) Sebagai wakil yang mewakili presiden 
(2) Sebagai pengganti yang mengganti presiden 
(3) Sebagai pembantu yang membantu presiden 
(4) Sebagai pendamping yang mendampingi presiden 
(5) Sebagai wakil presiden yang bersifat mandiri.  
Tidak jelasnya kewenangan yang dimiliki oleh wakil presiden 
berpotensi mengakibatkan ketidakpastian hukum. Padahal dalam 
konstruksi kedudukan jabatan pemerintahan kedudukan wakil presiden 
memiliki kedudukan yang sangat fundamental. Jika dikaji praktik 
pemerintah hasil pemilu presiden dan wakil presiden pasca amandemen 
Undang Undang Dasar 1945, yakni periode pemerintahan Susilo 
Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla, Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono 
dan Joko Widodo-Jusuf Kalla belum memiliki landasan yuridis yang pasti 
mengenai apa saja yang menjadi kewenangan seorang wakil presiden 
dalam masa periode tertentu. Hal tersebut memiliki dampak negatif 
dikarenakan potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh seorang wakil 
presiden. Kemudian penguatan prinsip Negara hukum juga akan 
terhambat. 
Kedudukan dan kewenangan wakil presiden perlu kajian yang lebih 
komprehensif. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan kajian mengenai 
hal tersebut. Penelitian ini akan membahas mengenai kedudukan dan 
kewenangan wakil presiden, Latar belakang tidak dicantumkannya 
kewenangan wakil presiden dalam kekuasaan pemerintahan, serta 
gagasan penguatan negara hukum dalam kaitannya dengan kedudukan 
wakil presiden. Oleh karena itu, penulis sangat tertarik untuk mengkaji 
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mengenai topik ini yang kemudian diberi judul “PELAKSANAAN 
WEWENANG WAKIL PRESIDEN DALAM PENYELENGGARAAN 
PEMERINTAHAN”. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas maka di rumuskanlah beberapa 
masalah berikut : 
1. Bagaimana wewenang wakil presiden dalam penyelenggaraan 
pemerintahan ? 
2. Bagaimanakah pelaksanaan wewenang wakil presiden dalam 
penyelenggaraan pemerintahan ? 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka menurut penulis 
tujuan penelitian : 
1. Untuk mengetahui wewenang wakil presiden dalam 
penyelenggaraan pemerintahan. 
2. Untuk mengetahui pelaksanaan wewenang wakil presiden dalam 
penyelenggaraan pemerintahan. 
D. Kegunaan Penelitian 
1. Secara teoritis 
Hasil penelitian ini diharapkan mampu memperluas dan 
memperdalam ilmu hukum administrasi negara yang berkaitan 
dengan pelaksanaan wewenang dalam menganalisis mengenai 
6 
permasalahan hukum di Indonesia terutama menyangkut 
kewenagan wakil presiden.    
2. Secara Praktis:  
Secara praktis penelitian ini berguna dalam memberikan masukan 
bagi pemerintah khususnya kepada wakil presiden dalam 
melaksanakan tugas dan fungsinya dalam sistem ketatanegaran 
indonesia. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Negara Hukum 
1. Konsep Negara Hukum  
Konsep negara hukum di Indonesia, pada dasarnya secara normatif 
mengikuti perkembangan konsep-konsep hukum dan negara dunia barat, 
sehingga kajian terhadap konsep rechtsstaat dan the rule of law  tak 
terhindari dalam berbagai kajian teori politik hukum ketatanegaraan.  
Secara embrionik, gagasan negara hukum telah di kemukakan oleh Plato, 
ketika ia menulis Nomoi, sebagai karya tulis ketiga yang di buat di usia 
tuanya. Dalam Nomoi, Plato mengemukakan bahwa penyelenggaraan 
negara yang baik ialah yang didasarkan pada pengaturan (hukum) yang 
baik. Gagasan Plato tentang Negara hukum ini semakin tegas ketika di 
dukung oleh muridnya, Aristoteles, yang menuliskannya dalam buku 
Politica. Menurut Aristoteles, suatu Negara yang baik ialah negara yang di 
perintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum (Ridwan HR, 2013: 
hlm2) 
Gagasan negara hukum tersebut masih bersifat samar-samar dan 
tenggelam dalam waktu yang sangat panjang. Abad ke-19 gagasan 
negara hukum kemudian muncul kembali secara lebih eksplisit, yaitu 
dengan munculnya konsep rechtsstaat  dari Freidrich Julius Stahl, yang 
diilhami oleh pemikiran Immanuel Kant. Menurut Stahl, unsur-unsur 
negara hukum (rechtsstaat ) adalah sebagai berikut (Ridwan HR, 2013: 
hlm 3) : 
1. Perlindungan hak asasi manusia 
2. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak 
hak itu 
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3. Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan  
4. Peradilan administrasi dalam perselisihan 
 
Berbeda dengan konsep rechtsstaat, konsep The Rule of Law 
mempunyai tolak ukur / unsur unsur sebagai berikut(Achmad Ruslan : 
2013) : 
1. Supremasi hukum atau supremacy of law 
2. Persamaan di depan hukum atau equalit before the law 
3. Konstitusi yang di dasarkan atas hak hak perseorangan atau 
contitution based on individual right 
4. Peradilan administrasi dalam perselisihan. 
 
Perumusan unsur-unsur negara hukum ini tidak terlepas dari 
falsafah dan sosio politik yang melatar belakanginya, terutama pengaruh 
falsafah Individualisme, yang menempatkan individu atau warga negara 
sebagai primus interpares dalam kehidupan bernegara. Unsur 
pembatasan kekuasaan negara untuk melindungi hak-hak individu 
menempati posisi yang signifikan. Semangat membatasi kekuasaan 
negara ini semakin kental segera setelah lahirnya adagiyum yang begitu 
popular dan Lord Acton, yaitu “power tends to corrupt, but absolute power 
corruptabsolutely” (manusia yang mempunyai kekuasaan cenderung 
untuk menyalahgunakan kekuasaan itu, tetapi kekuasaan yang tidak 
terbatas (absolut) pasti akan disalah gunakan). (Achmad Ruslan, 2013: 
hlm 5). 
Penggunaan konsep negara hukum di Indonesia dalam penelitian 
ini bermaksud lebih cenderung menggunakan istilah Negara hukum 
Indonesia, sebab dengan kata indonesia telah tercakup di dalamnya 
Pancasila dan Undang-Undangs Dasar 1945 sebagai prinsip dasar hukum 
dan sumber dari segala sumber hukum, pokok kaidah fundamental 
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Negara, dan cita hukum yang adil serta penentu validitas bagi setiap 
perjalanan politik hukum di Indonesia. Kedudukan Undang-Undang Dasar 
1945 dijadikan sebagai dasar berpijak dari semua tata tertib hukum di 
Negara Republik Indonesia berdassarkan ketentuan dalam pasal 1 ayat 
(1) “Negara Indonesia adalah negara kesatuan, yang berbentuk Republik”, 
ayat (2) “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut 
Undang-Undang Dasar” dan ayat (3) “Negara Indonesia adalah Negara 
Hukum”. Sementara Hak Asasi Manusia sebagai batas bahwa dari setiap 
sistem di Indonesia yang dipahami dan dipedomani sebagai hakikat dalam 
kehidupan berbangsa dan bernegara demi tercapainya cita-cita dan tujuan 
hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang 
diamanatkan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 
Sejarah hukum membuktikan Indonesia menganut sistem hukum 
eropa kontinental (civil law) sebagai bekas jajahan kolonial mengikuti 
sistem hukum tersebut dengan sebutan rechtsstaat (negara hukum) 
sebagaimana dikemukakan oleh Friedrich J, Sthal, dalam Muhammad 
Tahir Azhary mengemukakan bahwa (Muh Tahir Azhari, 2003: hlm 88): 
Negra Hukum ditandai oleh empat unsur pokok yaitu ; 1. Adanya 
perlindungan terhadap hak hak asasi manusia; 2. Negara 
didasarkan pada ateori Trias Politica; 3. Pemerintahan 
diselenggarakan berdasarkan undang-undang; 4. Adanya peradilan 
administrasi negara yang bertugas menangani kasus perbuatan 
melanggar hukum oleh pemerintah. 
 
Sehubungan dengan konsepsi “the rule of law”, C.F Soenarjati 
Hartono mengemukakan bahwa (C.F.G Sunarjati Hartono, 1976: Hlm100): 
Menegakkan the rule of law itu belum tentu identik arti dan 
akibatnya dengan membangun suatu Negara hukum yang 
membawa keadilan (just law) bagi setiap warga Negara. Sebab 
pengertian the rule of law itu dapat dibagi atas dua pengertian yaitu 
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dalam arti formal, dalam mana setiap Negara, juga dalam Negara 
sistem pemerintahan yang totaliter, seperti Nazi di Jerman di bahwa 
Hitler menegakkan hukum yang berlaku di Negaranya masing-
masing. Akan tetapi jika the rule of law dipakai dalam arti materill 
barulah menegakkan the rule of law itu  dapat diharapkan 
membawa keadilan, oleh karena yang ditegakkan yang 
diundangkan secara sah oleh pemerintah dan bada legislative saja. 
Akan tetapi dalam arti hukum yang adil yaitu hukum yang sesuai 
dengan dan yang membawa keadilan sosial bagi masyarakat. 
 
Negara kesatuan Republik Indonesia sebaga negara hukum, jelas 
melekat ciri-ciri dari konsepsi the rule of law , baik yang bersifat formal 
maupun bersifat materiil. Dari kedua sifat tersebut sudah jelas 
berpengaruh dalam pembentukan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai 
konstitusi Negara Republik Indonesia. Lebih lanjut dalam kajian 
Ensiklopedia Indonesia sebagaimana yang dikutip A. Muktie Fajar, negara 
hukum yang dilawankan dengan negara kekuasaan dirumuskan sebagai 
berikut (Jazim Hamidi, 2009: Hlm 39): 
Negara hukum (rechsstaat) negara yang bbertujuan untuk 
menyelenggarakan ketertiban hukum, yakni tata tertib yang 
umumnya berdasarkan hukum yang terdapat pada rakyat. Negara 
hukum menjaga ketertiban hukum supaya jangan terganggu agar 
semua berjalan menuru hukum. Sedangkan kekuasaan 
(machtsstaat) negara bertujuan untuk memelihara dan 
mempertahankan kekuasaan semata-mata. 
 
Pengertian negara hukum dihubungkan dengan organisasi intern 
dan struktur negara yang diatur menurut hukum. Setiap tindakan 
penguasaan maupun rakyatnya harus berdasarkan hukum dan sekaligus 
dicantumkan mengenai tujuan negara hukum, yaitu menjamin hak-hak 
asasi rakyatnya. Menurut R. Soepomo (Jazim Hamidi, 2009: Hlm 
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39)dalam Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia, telah 
mengartikan istilah negara hukum yaitu : Bahwa Republik Indonesia 
dibentuk sebagai negara hukum artinya negara akan tunduk pada hukum, 
peraturan-peraturan hukum berlaku pula bagi segala badan dan alat-alat 
perlengkapan negara. Negara hukum menjamin adanya tertib hukum 
dalam masyarakat yang artinya memberi perlindungan hukum pada 
masyarakat antara hukum dan kekuasaan ada hubungan timbal balik. 
Menurut Moh. Yamin (Jazim Hamidi, 2009: Hlm 40) dalam 
Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia, selain mempergunakan 
padanan kata negara hukum dengan rechsstaat, ia pula menggambarkan 
tentang makna negara hukum itu sendiri : Republik Indonesia ialah suatu 
negara hukum (rechsstaat, government of law) tempat keadilan yang 
tertulis berlaku, bukanlah negara polis atau negara militer, tempat polisi 
dan prajurit memegang pemerintah dan keadilan, bukanlah pula negara 
kekuasaan (machtsstaat) tempat tenaga senjata dan kekuatan badan 
melakukan sewenang-wenang. 
Istilah rechtsstaat dalam pengaruh paham Anglo Saxon walaupun 
di Amerika Serikat istilah yang kedua lebih dikenal dengan sebutan 
government of law, but not of man. Sebagai konsekuensi dari paham 
kedaulatan  hukum yang pada hakikatnya seluruh alat perlengkapan 
negara maupun penduduk (warga negara dan orang asing) tunduk pada 
hukum. Menurut Padmo Wahyono (dalam Zakaria Bangun) (Jazim Hamidi, 
2009: Hlm 39) mengemukakan beberapa prinsip negara hukum antara lain 
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: 1) Ada suatu pola untuk menghormati dan melindungi hak-hak 
kemanusiaan; 2) Ada suatu mekanisme kelembagaan negara yang 
demokratis; 3) ada suatu sistem terbit hukum; 4) Ada kekuasaan 
kehakiman yang bebas. dalam negara hukum merupakan pedoman 
tertinggi dalam penyelenggaraan suatu negara, yang sesungguhnya 
memimpin dalam penyelenggaraan negara dalah hukum itu sendiri, sesuai 
dengan prinsip the rule of law, and not of man. Hal ini sejalan dengan 
pengertian nomocatie, yaitu kekuasaan yang dijalankan oleh hukum, 
nomos. Dalam paham negara hukum yang demikian, harus dijadikan 
jaminan bahwa hukum itu sendiri pada pokoknya berasal dari kedaulatan 
rakyat. Oleh sebab itu, prinsip negara hukum hendaklah dibangun dan 
dikembangkan menurut prinsip-prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat 
(democratische rechsstaat). Dalam perkembangannya Philipus M. Hadjon 
(1987), berpendapat bahwa konsep negara hukum yang dianggap 
berpengaruh, dan tiap-tiap konsep tersebut memiliki karakter dan ciri yang 
berlainan satu sama lainnya. Dalam rechsstaat, merupakan konsep yang 
dikenal di Belanda, The Rule of Law, konsep yang dikenal di negara-
negara Anglo Saxon seperti di Inggris dan Amerika Serikat, Socialist 
Legality, yang dianut oleh negara-negara komunis, negara hukum 
Pancasila, konsep negara hukum yang didasari oleh Pancasila di 
Indonesia, Nomokrasi islam, konsep negara hukum yang berdasar pada 
hukum islam. 
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Lebih lanjut Philipus M Hadjon memberikan defenisi mengenai negara 
hukum dengan mendasarkan diri pada sifat-sifat yang dikemukakan oleh 
S.W. Couwenberg berpendapat bahwa  ciri-ciri rechsstaat (klasik) yaitu : 
1) Adanya Undang-Undang Dasar atau konstitusi yang memuat 
ketentuan tertulis tentang hubungan antar penguasa dan rakyat. 
2) Adanya pembagian kekuasaan negara yang meliputi kekuasaan 
pembuatan Undang-Undang yang ada pada parlemen, kekuasaan 
kehakiman yang bebas yang tidak hanya menangani sengketa 
antara individu rakyat tetapi juga antara penguasa dan rakyat, dan 
pemerintah yang mendasarkan tindakannya atas Undang-Undang 
(wetmatige bestuur). 
3) Diakui an dilindungi hak-hak kebebasan rakyat (vrijheidsrechten 
van de burger). 
Senada dengan Sri Soemantri menyebutkan unsur-unsur yang 
terkandung di dalam konsep negara hukum yaitu : 
1) Adanya pengakuan terhadap jaminan hak-hak asasi manusia 
dan warga negara; 
2) Adanya pembagian kekuasaan; 
3) Bahwa dalam melakukan tugas dan kewajibannya, pemerintah 
harus selalu berdasarkan atas hukum yang berlaku, baik yang 
tertulis maupun tidak tertulis; 
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4) Adanya kekuasaan kehakiman yang dalam menjalankan 
kekuasaannya merdeka artinya terlepas dari pengaruh 
kekuasaan pemerintah. 
 Muchtar Kusumaatmadja memberikan pengertian negara hukum 
sebagai negara yang berdasarkan hukum, dimana kekuasaan tunduk 
pada hukum dan semua orang sama di hadapan hukum. Sementara 
Sudargo Gautama mengkonstruksikan pengertian negara hukum adalah : 
“Suatu negara, dimana perseorangan mempunyai hak terhadap negara, 
dimana hak-hak asasi manusia diakui oleh undang-undang, dimana untuk 
merealisasikan perlindungan hak-hak ini kekuasaan negara dipisah-
pisahkan hingga badan penyelenggara negara, badan pembuat undang-
undang dan badan peradilan berada pada berbagai tangan, dan dengan 
susunan badan peradilan yang bebas kedudukannya. Untuk dapat 
memberi perlindungan semestinya kepada setiap orang yang merasa hak-
haknya dirugikan, walaupun andai kata hal ini terjadi oleh alat negara 
sendiri”. 
 Menurut Bagir Manan,(Ni’Matul Huda, 2009: hlm 5), konsepsi negara 
hukum modern merupakan perpaduan antara konsep negara hukum dan 
negara kesejahteraan. Di dalam konsep ini tugas negara atau pemerintah 
tidak semata-mata sebagai penjaga keamanan atau ketertiban 
masyarakat saja, tetapi memikul tanggung jawab mewujudkan keadilan 
social, kesejahteraan umum dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran 
rakyat. Sedangkan A.V.Dicey (Jazim Hamidi, 2009: Hlm 45) 
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mengetengahkan tiga ciri penting dalam setiap negara hukum yang 
disebutnya dengan istilah the rule of law meliputi : 
1) Supermasi absolut atau predominasi dari regular law untuk 
menentang pengaruh dari arbitrary power dan meniadakan 
kesewenang-wenangan, prerogative atau discrecionary authority 
yang luas dari pemerintah. 
2) Persamaan dihadapan hukum atau penundukan yang sama dari 
semua golongan kepada ordinary law of the land yang 
dilaksanakan oleh ordinary court; ini berarti bahwa tidak ada orang 
yang berbeda di atas hukum. 
3) Konstitusi adalah hasil dari the ordinary law of the land, bahwa 
hukum bukanlah sumber tetapi merupakan konsekuensi dari hak-
hak individu yang dirumuskan dan ditegaskan oleh peradilan. 
Negara hukum demokratis, negara hukum yang bertumpu pada 
konstitusi dan peraturan perundang-undangan, dengan kedaulatan rakyat, 
yang dijalankan melalui sistem demokrasi. Hubungan antara negara 
hukum dan demokrasi tidak dapat dipisahkan. Demokrasi tanpa 
pengaturan hukum akan kehilangan bentuk dan arah, sedangkan hukum 
tanpa demokrasi akan kehilangan makna. Demokrasi merupakan cara 
paling aman untuk mempertahankan kontrol atas negara hukum. Dengan 
demikian negara hukum yang bertopeng pada sistem demokrasi dapat 
disebut sebagai negara hukum demokratis. (Ridwan HR, 2013: Hlm 8) 
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Dalam negara hukum, hukum ditempatkan sebagai aturan main 
sebagai dalam penyelenggaraan kenegaraan, pemerintah, dan 
kemasyarakatan, sementara tujuan hukum itu sendiri antara lain (diletakan 
untuk menata masyarakat yang damai, adil dan bermakna) artinya 
sasaran dari negara hukum adalah terciptanya kegiatan kenegaraan 
pemerintahan dan kemasyarakatan yang bertumpu pada keadilan, 
kedamaian dan kemanfaatan atau kebermaknaan. Sesuai apa yang ada 
dalam negara hukum, eksistensi hukum dijadikan sebagai instrumen 
dalam menata kehidupan kenegaraan, pemerintahan dan 
kemasyarakatan. (Ridwan HR, 2013: Hlm 22) 
 
2. Tipe Negara Hukum 
Pemikiran negara hukum timbul sebagai reaksi atas konsep negara 
polisi (polizei staat). Dengan mengikuti Hans Nawiasky, polizei terdiri atas 
dual hal, yaitu sicherheit polizei dan verwaltung polizei. sicherheit polizei 
yang berfungsi sebagai penjaga tata tertib dan keamanan, verwaltung 
polizei yang berfungsi sebagai penyelenggara perekonomian atau 
penyelenggara semua kebutuhan hidup warga negara. Negara polisi 
artinya negara yang menyelenggarakan ketertiban dan keamanan serta 
menyelenggarakan semua kebutuhan hidup warga negaranya. Melihat hal 
tersebut, jika kedua fungsi itu di selenggarakan dengan baik, artinya benar 
benar memperhatikan kebutuhan warga negaranya, maka hal itu tidak 
akan menimbulkan permasalahan, seperti di sebutkan oleh R. Von Mohl 
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sebagai polisi yang baik dan melaksanakan fungsinya berdasar atas 
hukum serta memperhatikan kepentingan masyarakat. (Romi Librayanto, 
2009: Hlm 153) 
Tetapi yang terbanyak adalah polisi yang tidak baik, yang bertindak 
secara sewenang wenang, dan bukan saja mengabaikan kepentingan 
masyarakat, tetapi juga menyalahgunakan wewenangnya untuk 
kepentingannya sendiri ataupun untuk kelompoknya saja. Praktek 
kekuasaan sewenang wenang dapat di lihat pada pemerintahan Louis XIV 
dari Prancis yang membawa akibat timbulnya Revolusi Prancis pada 
tahun 1789. Sejarah negara hukum di Prancis dapat di anggap mulai 
sejak revolusi 4 juli 1789 tersebut. (Romi Librayanto, 2009: Hlm 154) 
Teori negara berdasrkan hukum (negara hukum) secara esensi 
bermakna bahwa hukum adalah “supreme” dan kewajiban bagi setiap 
penyelenggara negara untuk tunduk pada hukum (subject to the law). 
Tidak ada kekuasaan di atas hukum (above the law), semuanya berada di 
bawah hukum (under the rule of law). Dengan kedudukan ini, tidak boleh 
ada kekuasaan sewenang wenang atau penyalah gunaan kekuasaan. 
(Romi Librayanto, 2009: Hlm 154) 
 
a. Negara Hukum Formal 
Kalau pada masa sebelumnya yang berperan dalam kegiatan 
kenegaraan bersama raja adalah hanya kaum bangsawan dan para 
pendeta saja, maka sejak saat itu kaum borjuis mulai memegang peranan 
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dalam kegiatan kehidupan bernegara, dan semakin lama peran kaum 
borjuis ini semakin besar, terutama ketika raja  memerlukan dana yang 
semakin besar untuk memebiayai peperangan. Raja membutuhkan 
bantuan dana yang cukup besar dari kaum borjuis, akibatnya peranan 
kaum borjuis dalam mengatur negara pun semakin besar. Sebab, apabila 
raja tidak memperhatikan usulan kepentingan kaum borjuis ini, maka 
tentulah raja tidak akan mendapatkan bantuan dana tersebut. Kehadiran 
golongan borjuis yang turut berperan dalam pemerintahan telah 
memberikan pengaruh yang cukup besar bagi lahirnya negara hukum di 
Prancis maupun di Jerman. Sebagaimana telah di kemukana bahwa pihak 
yang bereaksi terhadap negara polisi adalah orang orang kaya dan 
pandai, yang di sebut sebagai kaum borjuis liberal. Konsep negara hukum 
hasil pemikirannya dinamakan negara Hukum Liberal. (Romi Librayanto, 
2009: Hlm 154) 
Tipe negara hukum liberal ini menghendaki agar supaya negara 
berstatus pasif. Artinya, negara harus tunduk pada peraturan peraturan 
negara. Penguasa dalam bertindak harus sesuai dengan hukum. Kaum 
liberal menghendaki agar antara penguasa dan yang dikuasai ada suatu 
persetujuan dalam bentuk hukum, serta persetujuan yang menguasai 
penguasa. (Romi Librayanto, 2009: Hlm 154) 
Menurut Kant, kaum borjuis menginginkan agar hak-hak dan 
kebebasan pribadi masing-masing tidak di ganggu. Mereka tidak ingin 
dirugikan. Mereka menginginkan agar penyelenggaraan perekonomian di 
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serahkan kepada mereka dan negara jangan turut campur dalam 
penyelenggara perekonomian tersebut. Jadi, hanya Wohlfart Polizei. 
Sedangkan Secherheit polizei, yaitu penjaga tata tertib dan keamanan 
tetap di selenggarakan oleh negara. Fungsi negara dalam negara hukum 
liberal ini hanyalah menjaga tata tertib dan keamanan, atau dikenal 
dengan istilah “negara sebagai penjaga malam”. (Romi Librayanto, 2009: 
Hlm 155) 
Penyelenggaraan perekonomian dalam negara hukum liberal 
berasaskan persaingan bebas, siapa yang kuat dia yang menang. 
Kepentingan masyarakat tidak usah di perhatikan. Yang penting adalah 
kaum liberal mendapatkan keuntungan yang sebesar besarnya. Dengan 
demikian, penyelenggaraan perekonomian yang diserahkan penuh 
kepada swasta, tanpa pemerintah atau negara campur tangan, tidak 
mendatangkan kemakmuran bagi rakyat banyak. Yang makmur hanyalah 
konglomera tkaum liberal saja. (Romi Librayanto, 2009: Hlm 155) 
Konsep negara hukum liberal dari Kant tersebut biasa juga di 
katakan sebagai negara hukum formal. Dalam khasanah pemikiran hukum 
klasik, konsepsi negara hukum merupakan terjemahan dari rechtstaat 
yang berkembang di eropa kontinental. Salah satu ciri pinting dari konsep 
negara hukum formal ini adalah sifat pemerintahan yang pasif, artinya 
pemerintah sekedar berperan sebagai wasit atau pelaksanan dari 
berbagai keinginan rakyat yang di presentasikan oleh anggota parlemen. 
Negara baru bergerak dalam urusan privat, apabila masyarakat yang 
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bercorak pluralis liberal tersebut menghendakinya. Sementara itu, tugas 
pokok pemerintah yang paling utama adalah menjamin dan melindungi 
kedudukan ekonomi golongan rulling class. (Romi Librayanto, 2009: Hlm 
156) 
b. Negara Hukum Materil 
Menjelang pertengahan abad XX, tepatnya setelah perang dunia I, 
konsep negara hukum formal mulai mendapat gugatan karena ternyata 
telah menimbulkan kesenjangan sosial dan ekonomi di tengah tengah 
masyarakat. Para pemilik modal dalam lembaga perwakilan dengan 
kekayaan yang dimiliki, mereka dapat  merekayasa pemilu untuk mengisi 
parlemen. Sehingga wakil-wakil yang terpilih dari kalangan mereka. 
Parlemen yang didominasi oleh kaum pemilik modal ini kemudian 
membuat prodak hukum yang menguntungkan kaum kapitalis sehingga 
eksploitasi dari kaum kaya kepada kaum tak punya mendapatkan 
landasan hukum. Menghadapi keadaan yang seperti itu, pemerintah tidak 
dapat berbuat apa apa karena menurut prinsip negara hukum formal, 
pemerintah hanya bertugas sebagai pelaksana undang undang tanpa 
boleh turut campur terhadap apa yang dilakukan oleh masyarakat, sejauh 
tidak bertentangan dengan undang-undang. Keadaan seperti inilah yang 
kemudian menimbulkan ketidakpuasan dan memunculkan negara hukum 
materil (negara kesejahtraan / welfare statev). (Romi Librayanto, 2009: 
Hlm 156) 
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Gagasan negara hukum formal, bahwa pemerintah dilarang turut 
campur dlam kegiatan masyarakat, bergeser ke arah paham baru, bahwa 
pemerintah harus bertanggung jawab atas kesejahtraan masyarakatnya 
dan tidak boleh bersikap pasif. Seperti halnya dalam bidang ekonomi, 
harus di ambil sistem yang dapat menguasai kekuatan-kekuatan ekonomi 
dan mampu memperkecil perbedaan sosial dan ekonomi, terutama harus 
mampu mengatasi ketidakmerataan distribusi kekayaan dikalangan 
rakyat. Untuk itu, pemerintah di beri kewenangan yang luas dengan freies 
ermessen, yakni kewenangan untuk turut campur tangan dalam berbagai 
kegiatan masyarakat dengan cara cara pengaturan, penetapan dan 
material daad. Perumusan ciri negara hukum dari konsep rechtsstaat yang 
di kemukakan oleh F.J. Stahl dan the rule of lae  yang di kemukakan oleh 
A.V. Dicey diintegrasikan pada pencirian baru yang lebih memungkinkan 
pemerintah bersikap aktif dalam melaksanakan tugas tugasnya. (Romi 
Librayanto, 2009: Hlm 157) 
 
B. Sistem Pemerintahan Presidensial 
Jika keberadaan Presiden berkaitan dengan bentuk Pemerintahan 
maka kekuasaan Presiden dipengaruhi dengan sistim pemerintahan. Pada 
sistem pemerintahan biasanya dibahas pula dalam hal hubungannya 
dengan bentuk dan struktur organisasi negara dengan penekanan 
pembahasan mengenai fungsi-fungsi badan eksekutif dalam hubungannya 
dengan badan legislatif. Secara umum sistim pemerintahan terbagi atas 
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tiga bentuk yakni sistim pemerintahan Presidensil, parlementer dan 
campuran 
 
Kemudian Saldi Isra (Saldi Isra,2006: Hlm 24-25.) merangkum 
pendapat Arend Lijphart, Jimly Asshiddiqie, dan Sri Soemantri, yang mana 
sejalan dengan pendapat sartori, bahwa sistem pemerintahan dapat 
diklasifikasikan menjadi tiga bentuk, yaitu parliamentary, presidential, dan 
hybrid. 
Sistem pemerintahan pada hakekatnya merupakan relasi antara 
kekuasaan eksekutif  dan kekuasaan legislatif. Antara hubungan 
kekuasaan tersebut ditandai dengan corak dominan kekuasaan dalam 
praktik ketatanegaraaan. Yang mana, dapat saja menunjukkan dominansi 
kekuasaan parlemen ataupun dominansi kekuasaan eksekutif. 
Dibeberapa Negara, ada juga yang mengkombinasikan corak dari kedua 
sistem ini. 
 Jika ingin demokrasi bertahan lama, hindarilah sistem presidensial. 
Apalagi jika sistem presidensial itu berdiri di atas multipartai yang 
terfragmentasi. Hal tersebut dapat terlihat di Indonesia, sistem 
Presidensial kita (Indonesia, pen.) kita tak sekuat yang dibayangkan, 
penyebabnya adalah tidak sinkronnya sistem pemeirntahan dengan 
sistem kepartaian (Moh Mahfud MD, 2010: hlm 353). Terlepas dari hal 
tersebut, dari dua sistem pemerintahan terbesar yang dianut oleh suatu 
negara,  Republik Indonesia memilih sistem pemerintahan Presidensial. 
Namun sudut pandang yang berbeda, padapendukung sistem 
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presidensial, secara umum sistem pemerintahan presidensiil dipandang 
memiliki tiga kelebihan, pertama stabilitas eksekutif yang didasarkan pada 
masa jabatan presiden. Kedua, pemilihan kepala pemerintahan oleh 
rakyat dapat dipandang lebih demokratis dari pemilihan tidak lansung. 
Ketiga, pemisahan kekuasaan berarti pemerintahan yang dibatasi-
perlindungan kebebasan individu tirani pemerintah. (Ni’Matul Huda: hlm 
281-282) 
Dalam beberapa literatur kita dapat menemukan prinsip pokok 
(karakteristik) dari sistem presidensial yang menggambarkan dua kutub 
berbeda (berlawanan) mengenai prinsip pokok dari sistem parlementer. 
Ciri sistem presidensial misalnya yang paling menunjukkan sistem ini 
adalah tidak dipisahkannya jabatan kepala Negara (head of state) dan 
kepala pemerintahan (head of government). Kedua jabatan ini dipegang 
oleh satu orang yaitu presiden. Jika kedua jabatan tersebut dipisahkan, 
maka sistem pemerintahan yang dianut adalah sistem pemerintahan 
parlementer. Dengan dua jabatan yang dipegang sekaligus, 
menempatkan posisi presiden dalam sistem pemerintahan presidensial 
menjadi sangat kuat kedudukannya. oleh karena itu menurut Jimly 
Asshiddiqie (Jimly Asshiddiqie: 2008), dalam sistem republik yang 
demokratis, kedudukan presiden selalu dibatasi oleh konstitusi, dan 
pengisian jabatan presiden itu biasa dilakukan melalui prosedur pemilihan. 
Batasan periode kedudukan presiden juga merupakan salah satu upaya 
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untuk mencega kesewenag-wenangan dari Presiden dalam sistem 
pemerintahan presidensial. 
Kemudian beberapa prinsip pokok lainnya yang menunjukkan suatu 
Negara menganut sistem presidensial banyak digambarkan oleh para ahli, 
misalnya saja Verney (Jimly Asshiddiqie: 2008) yang berpendapat prinsip 
pokok yang bersifat universal, yaitu: 
1. Terdapat pemisahan kekuasaan yang jelas antara cabang 
kekuasaan eksekutif; 
2. Presiden merupakan eksekutif tunggal. Kekuasaan eksekutif 
presiden tidak terbagi dan yang ada hanya presiden dan 
wakil presiden saja; 
3. Kepala pemerintahan adalah sekaligus merupakan kepala 
pemerintahan; 
4. Presiden mengangkat para menteri sebagai pembantu atau 
sebagai bawahan yang bertanggung jawab kepadanya; 
5. Anggota parlemen tidak boleh menduduki jabatan eksekutif 
dan demikian pula sebaliknya; 
6. Presiden tidak dapat membubarkan ataupun memaksa 
parlemen; 
7. Jika dalam sistem parlementer berlaku prinsip supremasi 
parlemen, maka dalam sistem presidensil berlaku prinsip 
supremasi konstitusi. Karena itu, pemerintahan eksekutif 
bertanggung jawab kepada konstitusi; 
8. Eksekutif bertanggung jawab langsung kepada rakyat yang 
berdaulat; 
9. Kekuasaan tersebut secara tidak terpusat seperti dalam 
sistem parlementer yang terpusat pada parlemen. 
 
 
Kemudian Sartori (Muhammad sabri, 2006: hlm 21) berpendapat 
ciri utama sistem presidensial adalah (1) presiden dipilih langsung oleh 
rakyat untuk masa jabatan tertentu; (2) dalam masa jabtannya, presiden 
tidak dapat menjatuhkan parlemen; (3) presiden memimpin langsung 
pemerintahan yang dibentuknya. Sedangkan Verney (Muhammad sabri, 
2006: hlm 21) ciri sistem Presidensial adalah: (1) kekuasaan eksekutif 
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bersifat tidak terbagi (sole executive) – kepala Negara sekaligus kepala 
pemerintahan; (2) tidak ada peleburan antara eksekutif dan legislatif (3) 
Presiden bertanggung jawab kepada konstitusi dan secara langsung 
kepada rakyat. 
Pilihan menganut sistem pemerintahan presidensial dalam sistem 
ketatanegaraan Indonesia bukanlah hal yang langsung diterima oleh para 
pembentuk Undang-Undang Dasar 1945, yang mana menghasilkan 
sistem ketatanegaraan yang tidak lazim. Namun perkembangan yang 
kemudian muncul, diakui bahwa sistem pemerintahan yang dianut adalah 
sistem presidensial. Jika kita mengkaji praktik ketatanegaraan Indonesia 
(sebelum perubahan UUD 1945), kita menganut sistem presidensial yang 
bergaya parlementer. Misalnya saja presiden sebagai kepala Negara dan 
kepala pemerintahan ditentukan harus tunduk dan bertanggung jawab 
kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Dalam teori sistem 
pemerintahan, sistem presidensial yang kemudian memasukkan elemen 
sistem parlementer ke dalam sistem presidensial disebut quasi 
presidensial. Karena itulah, menurut Jimly Asshiddiqie (Jimly Asshiddiqie, 
2008: hlm 325-326) secara normatif sebenarnya, sistem yang dianut oleh 
UUD 1945 (sebelum amandemen) itu bukanlah murni sistem presidensil, 
tetapi hanya quasi presidensil. 
Amademen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 (UUD NRI 1945), diupayakan untuk melakukan purifikasi 
terhadap sistem presidensial. Sehingga, jika mengkaji norma yang 
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terdapat dalam UUD NRI 1945, maka akan ditemukan ciri-ciri sistem 
presidensial yang lebih murni. Tentunya jika kita membandingkan sistem 
pemerintahan presidensial sebelum dan sesudah amandemen UUD NRI 
1945, jelas akan menunjukkan perbedaan mendasar. seperti yang telah 
dikemukakan sebelumnya mengenai pertanggung jawaban presiden 
kepada parlemen yang merupakan ciri sistem parlementer, setelah 
amandemen sudah tidak ada lagi. 
Kemudian kita dapat melihat sistem presidensial terlihat dalam 
proses pemilihan presiden. Yang mana pemilihan presiden dilaksanakan 
melalui pemilihan langsung (dipilih langsung oleh rakyat) dan bukan lagi 
melalui pemilihan tidak langsung (dipilih melalui lembaga perwakilan 
rakyat). Ciri presidensial yang kemudian ditunjukkan sebagai bukti 
purifikasi sistem presidensial adalah mengenai pemakzulan presiden. 
Sebelumnya pemberhentian presiden dapat dilakukan hanya melalui 
alasan-alasan politik. Praktik ketatanegaraan Indonesia menunjukkan 
proses pemberhentian Presiden Abdurrahman Wahid, yang mana proses 
pemberhentian tersebut dilakukan dengan alasan-alasan politik dan 
kurangnya dasar hukum dalam proses tersebut.  
Pada sidang Paripurna DPR, saat itu keputusan DPR setuju untuk 
menggunakan Hak Angket DPR. Penggunaan Hak Angket tersebut 
mencapai kesimpulan bahwa, Presiden Abdurrahman Wahid diduga 
berperan dalam pencairan dan penggunaan dana yantera bulog dan 
bantuan dari Sultan Brunei. Oleh karenanya DPR mengeluarkan 
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memorandum I yang disampaikan kepada Presiden. Memorandum 
tersebut pada pokoknya mengingatkan Presiden Abdurrahman Wahid 
sungguh-sungguh melanggar haluan Negara dan melanggar TAP MPR RI 
No. XI/ MPR/ 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas 
Korupsi. Kemudian Presiden menjawab memorandum I DPR yang pada 
pokoknya menolak memorandum tersebut dengan alasan  melanggar 
konstitusi baik secara prosedural maupun secara materil. Menurut 
Presiden, disatu sisi belum jelas adanya pelanggaran hukum karena 
masih berupa dugaan. Pada sisi lain DPR sudah memvonis Presiden telah 
melanggar haluan Negara. Tiga bulan kemudian, DPR mengeluarkan 
memorandum II mengenai sikap dan kepemimpinan Presiden yang 
berupa kebijakan, sikap perilaku, tindakan serta pernyataan-pernyataan 
Presiden (Hamdan Zoelva, 2011: hlm 148). Kemudian DPR meminta 
kepada MPR untuk memberhentikan Presiden. 
Sejarah ketatanegaraan Indonesia menunjukkan pengaruh 
kekuatan politik lembaga non-yudisial begitu besar, sehingga Presiden 
dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya 
dengan mudah. Oleh karena itu, Amandemen UUD 1945 menempatkan 
sistem ketatanegaraan pada sistem presidensial (yang lebih murni). 
Penegasan sistem pemerintahan presidensial pada sistem 
ketatanegaraan pasca amandemen UUD 1945 mengandaikan adanya 
lembaga kepresidenan yang mempunyai legitimasi kuat, yang dicirikan 
dengan adanya masa jabatan Presiden yang bersifat tetap (fixed term), 
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adanya mekanisme saling mengawasi dan mengimbangi (checks and 
balances) dan adanya mekanisme pemberhentian presiden yang hanya 
dapat diberhentikan dengan alasan-alasan tertentu dengan dibuktikan 
terlebih dahulu secara hukum (forum previlegiatum). 
 
C. Kekuasaan Pemerintahan 
Konsep negara mulai mengalami pergeseran yang pada awalnya 
negara merupakan negara yang berdasarkan pada kekuasan beralih pada 
konsep negara yang mendasarkan atas hukum. Para ahli sepakat bahwa 
salah satu ciri dari sebuah negara hukum adalah adanya konsep 
pembatasan kekuasaan. Pembatasan kekuasaan menjadi syarat mutlak 
sebuah negara hukum yang demokratis. Adanya pembatasan kekuasaan 
sebagai perwujudan prinsip konstitusionalisme yang melindungi hak-hak 
rakyat. 
Konsep Trias Politica atau pembagian kekuasaan menjadi tiga 
pertama kali dikemukakan oleh John Locke dalam karyanya Treatis of 
Civil Government (1690) dan kemudian oleh Baron Montesquieu dalam 
karyanya L’esprit des Lois (1748). Konsep ini adalah yang hingga kini 
masih berjalan di berbagai negara di dunia. Trias Politica memisahkan tiga 
macam kekuasaan(Miriam Budiardjo, 2008: hlm 121): 
1. Kekuasaan Legislatif tugasnya adalah membuat undang-undang 
2. Kekuasaan Eksekutif tugasnya adalah melaksanakan atau 
menjalankan Undang-undang 
3. Kekuasaan Yudikatif tugasnya adalah mengadili pelanggaran 
undang-undang 
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Jika dikaitkan dengan hal tersebut diatas, maka Presiden berada di 
bagian eksekutif. Menurut tata bahasa, kata Presiden adalah derivative 
dari to preside yang artinya memimpin atau tampil didepan. Kalau di 
cermati dari bahasa latin, yaitu prae yang artinya di depan dan sedere 
yang berarti menduduki. (Harul Alrasid, 1993: hlm 24) 
Secara politik, pada hakikatnya Presiden dan Wakil Presiden itu 
adalah satu institusi yang tidak terpisahkan. Lazimnya Presiden dan Wakil 
Presiden dipilih dalam satu paket pemilihan, salah satu dari keduanya 
tidak dapat dijatuhkan atau diberhentikan karena alasan politik. Jika 
karena alasan politik, maka kedua-duanya haruslah berhenti secara 
bersama-sama. Namun, jika ada alasan yang bersifat hukum (pidana), 
maka sesuai dengan prinsip yang berlaku dalam hukum, pertanggung 
jawaban pidana pada pokoknya bersifat individual (Jimly Asshiddiqie, 
2004: hlm 63-64). Siapa saja di antara keduanya yang bersalah, maka 
atas dasar itu ia dapat diberhentikan sesuai prosedur yang ditentukan 
dalam konstitusi. Jika Presiden berhenti atau diberhentikan, maka 
otomatis Wakil Presiden tidak ikut bersalah atau ikut diberhentikan, 
sehingga ia dapat tampil mengambil alih kursi kepresidenan. Demikian 
juga jika Presiden berhenti karena meninggal dunia, dengan sendirinya 
Wakil Presiden tampil sebagai penggantinya. 
Undang-Undang Dasar 1945 menempatkan kedudukan presiden 
pada posisi yang sangat penting dalam struktur ketatanegaraan 
Indonesia. Itu terlihat dengan dimilikinya dua fungsi penting oleh presiden, 
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yaitu fungsi sebagai kepala negara dan fungsi sebagai kepala 
pemerintahan. Untuk itu, kekuasaan yang dimilikioleh presiden menembus 
pada area kekuasaan-kekuasaan yang lain, seperti kekuasaan legislatif 
dan kekuasaan yudisial. Kekuasaan tersebut akan dijelaskan satu persatu 
di bawah ini. 
a. Kekuasaan presiden menurut konstitusi RIS 1949 
1. Kekuasaan mengangkat atau menetapkan pejabat tinggi 
negara. Kekuasaan administratif yang di berikan konstitusi 
RIS kepada presiden adalah mengangkat perdana menteri, 
menteri-menteri, ketua senat setelah mendapat anjuran dari 
senat, serta mengangkat ketua, wakil ketua dan anggota 
anggota mahkama agung. Ketua dan wakil ketua Dewan 
Pengawas Keuangan dan mengesahkan pemilihan ketua 
dan wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat. 
2. Kekuasaan di bidang legislasi. Peraturan-peraturan 
menjalankan undang undang ditetapkan oleh pemerintah 
namanya ialah peraturan pemerintah. 
3. Kekuasaan di bidang yudisial. Menurut konstitusi RIS 
presiden mempunyai hak memberi ampun dan keringanan 
hukuman atas hukuman yang di jatuhkan oleh vonis 
pengadilan.  
4. Kekuasaan di bidang militer. Kekuasaan atas angkatan 
bersenjata secara tegas dicantumkan dalam pasal 182 
konstitusi RIS ayat 1 mengatakan bahwa presiden ialah 
panglima tertinggi tentara Republik Indonesia Serikat. 
5. Kekuasaan hubungan luar negri. Presiden berkuasa untuk 
mengadakan dan mengesahkan segala perjanjian dan 
persetujuan lain dengan negara lain. 
 
b. Kekuasaan presiden menurut Undang Undang Dasar 
Sementara 1950. 
1. Kekuasaan mengangkat atau menetapkan peabat tinggi 
negara. Memberi kekuasaan kepada presiden untuk 
mengangkat wakil presiden, perdana menteri, menteri-
menteri, dan pejabat lainnya. Presiden juga mempunyai 
kekuasaan untuk mengesahkan pemilihan ketua dan wakil-
wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat 
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2. Kekuasaan di bidang legislasi. Pemerintah bersama sama 
dengan DPR mempunyai kekuasaan dalam hal perundang 
undangan, menyampaikan rancangan undnag undang 
kepada DPR dengan amanat presiden, mengundangkan 
undang undang, membubarkan DPR jika lembaga tersebut 
di anggap tidak mewakili kehendak rakyat. 
3. Kekuasaan di bidang yudisial. Memberi kekuasaan yudisial 
kepada presiden berupa kekuasaan memberi grasi bagi 
seseorang yang di jatuhi hukumanoleh pengadilan. 
Kekuasaan ini dimaksud sebagai kekuasaan untuk 
meringankan hukuman atau membatalkan hukuman. 
4. Kekuasaan di bidang militer. Pasal 85 UUD Sementara 1950 
secara tegas mengatakan bahwa presiden memegang 
kekuasaan atas angkatan perang 
 
c. Kekuasaan presiden setelah perubahan UUD 1945 
1.  “presiden republik indonesia memegang kekuasaan 
pemerintahan menurut undang undang dasar”. Demikianlah 
bunyi pasal 4 ayat 1 yang menjadi dasar presiden dalam 
meyelenggarakan pemerintahan 
2. Kekuasaan di bidang peraturan perundang undangan. 
Berdasarkan pasal 5 presiden berhak mengajukan 
rancangan undang undang kepada dewan perwakilan rakyat 
serta menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan 
undang undang sebagaimana mestinya 
3. Kekuasaan di bidang yudisial. Menurut ketentuan pasal 14 
Undang Undang Dasar 1945 dalam hal memberikan grasi 
dan amnesti, presiden memerhatikan pertimbangan mahka 
agung. Dan dalam hal memberi amnesti dan abolisi presiden 
memerhatikan pertimbangan DPR 
4. Kekuasaan dalam hubungan dengan luar negri di antaranya 
yang ada dalam pasal 11 yaitu, mengajukan perjanjian 
dengan negara lain, menyatakan perang dengan negara 
lain, serta dalam pasal 13 memberikan kekuasaan kepada 
presiden untuk mengangkat duta dan konsul serta menerima 
penempatan duta negara lain. 
5. Kekuasaan menyatakan negara bahaya. Berdasarkan pasal 
12 presiden memiliki kewenangan untuk menyatakan 
keadaan bahaya. Syarat syarat dan akibatnya keadaan 
bahaya ditetapkan dengan undang undang 
6. Kekuasaan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi 
angkatan bersenjata. “presiden memegang kekuasaan yang 
tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut dan angkatan 
udara” demikianbunyi pasal 10. 
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7. Kekuasaan memberi gelar dan tanda kehormatan lainnya. 
Kekuasaan presiden dalam memberikan gelar, tanda jasa 
dan lain lain tanda di atur dalam pasal 15.  
8. Kekuasaan membentuk dewan pertimbangan presiden. 
Dewan pertimbangan presiden dalam struktur 
ketatanegaraan indonesia termasuk baru.sekarang dewan 
perwakilan agung sudah tidak ada dan di gantikan dengan 
dewan pertimbangan presiden sesuai isi dari pasal 16. 
9. Kekuasaan mengangkat dan memberhentikan menteri 
menteri. Kekuasaan mengangkan dan memberhentikan 
menteri menteri di dasarkan pada pasal 17 ayat 2. 
Pelaksaanaan kekuasaan tersebut di berikan kepada 
presiden. Dalam hal melakukan pengubahan dan 
pembubaran presiden tidak bisa melakukannya dengan 
semata mata karna hal itu sudah di ataur dalam undang 
undang. 
10. Kekuasaan mengangkat, menetapkan atau meresmikan 
pejabat pejabat lainnya. Pertama memiliki kekuasaan untuk 
meresmikan anggota badan pemeriksa keuangan yang telah 
di pilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan pertimbangan 
Dewan Perwakilan Daerah, kedua memiliki kekuasaan 
menetapkan calon hakim agung yang disetujui oleh Dewan 
Perwakilan Rakyat, ketiga mempunyai kekuasaan untuk 
mengangkat dan memberhentikan anggota komisi yudisial 
dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dan keempat 
memegang kekuasaan untuk mengangkat 3 hakim konstitusi 
dan menetapkan 9 hakim konstitusi yang di usulkan masing 
masing 3 dari Mahkama Agung 3 dari Dewan Perwakilan 
Rakyat dan 3 dari presiden sendiri. 
 
D. Lembaga Kepresidenan 
Lembaga kepresidenan diartikan sebagai institusi atau organisasi 
jabatan yang dalam sistem pemerintahan berdasarkan UUD 1945 berisi 
dua jabatan, yaitu Presiden dan Wakil Presiden (Jimly Asshiddiqie, 2004: 
hlm 59). Menurut Bagir Manan, dalam sistem presidensial, tidak ada 
presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Presiden 
Amerika Serikat adalah Presiden tanpa perbedaan antara kepala negara 
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dan kepala pemerintahan. Sebenarnya pengertian tersebut muncul dari 
analisis keilmuwan dan hanya tampak pada sistem parlementer. (Bagir 
manan: hlm 44). Hal senada juga dikemukakan Jimly Asshiddiqie, bahwa 
sistem pemerintahan presidensial, Presiden dan Wakil Presiden 
merupakan satu institusi penyelenggara kekuasaan eksekutif negara yang 
tertinggi dibawah Undang-Undang Dasar. Dalam sistem ini menurutnya 
tidak dikenal dan tidak perlu dibedakan adanya penyebutan kepala negara 
dan kepala pemerintahan. Keduanya adalah presiden dan wakil presiden 
yang mempunyai kekuasaan dan tanggung jawab menjalankan 
pemerintahan negara. (Jimly Asshiddiqie, 2006: hlm 75) 
Secara politik, pada hakikatnya Presiden dan Wakil Presiden itu 
adalah satu institusi yang tidak terpisahkan. Lazimnya Presiden dan Wakil 
Presiden dipilih dalam satu paket pemilihan, salah satu dari keduanya 
tidak dapat dijatuhkan atau diberhentikan karena alasan politik. Sebab jika 
karena alasan politik, maka kedua-duanya haruslah berhenti secara 
bersama-sama. Namun, jika ada alasan yang bersifat hukum (pidana), 
maka sesuai dengan prinsip yang berlaku dalam hukum, 
pertanggungjawaban pidana pada pokoknya bersifat individual (Jimly 
Asshiddiqie, 2004: hlm 63-64). Siapa saja di antara keduanya yang 
bersalah, maka atas dasar itu ia dapat diberhentikan sesuai prosedur 
yang ditentukan dalam konstitusi. Jika Presiden berhenti atau 
diberhentikan, maka otomatis Wakil Presiden tidak ikut bersalah atau ikut 
diberhentikan, sehingga ia dapat tampil mengambil alih kursi 
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kepresidenan. Demikian juga jika Presiden berhenti karena meninggal 
dunia, dengan sendirinya Wakil Presiden tampil sebagai penggantinya. 
Kedudukan Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam Undang-
Undang Dasar 1945 berturut-turut dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2), Pasal 
6A ayat (1), Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 ayat (1) dan (2). Pasal 4 ayat (1) 
yaitu, “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan 
menurut Undang-Undang Dasar”. Kemudian di dalam Pasal 4 ayat (2) 
dinyatakan “Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu 
orang Wakil Presiden”. Pasal 6A ayat (1) yaitu, “Presiden dan Wakil 
Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.” Pasal 
7 dinyatakan, “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama 
lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang 
sama, hanya untuk satu kali masa jabatan”. 
Dalam terjadi kekosongan jabatan Presiden dan Wakil Presiden 
diatur dalam Pasal 8, menurut Pasal 8 ayat (1),“Jika presiden mangkat, 
berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam 
masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa 
jabatannya”. Demikian pula jika terjadi kekosongan Wakil Presiden diatur 
dalam pasal 8 ayat (2), “Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, 
selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis 
Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil 
Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden. Adapun terjadi 
kekosongan jabatan Presiden dan Wakil Presiden secara jelas diatur 
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dalam Pasal 8 ayat (3) yang berbunyi, “Jika Presiden dan Wakil Presiden 
mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan 
kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana 
tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, 
dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Selambat-lambatnya 
tigapuluh hari setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat 
menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden 
dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden meraih suara 
terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, 
sampai akhir masa jabatannya.”  
   Setelah dilakukan perubahan ketiga UUD 1945 melalui Sidang 
Tahunan MPR 2001, persyaratan calon Presiden dan Wakil Presiden 
semakin nampak jelas diatur di dalam Pasal 6 UUD 1945, yang berbunyi 
sebagai berikut: 
(1)   Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara 
Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima 
kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah 
mengkhianati negara serta mampu secara rohani dan jasmani untuk 
melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden. 
(2)   Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih 
lanjut dengan Undang-Undang. 
 
Kemudian di dalam Pasal 6A UUD 1945 diatur mengenai mekanisme 
pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sebagai berikut: 
(1)   Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara 
langsung oleh rakyat. 
(2)   Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai 
politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum 
pelaksanaan pemilihan umum. 
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(3)   Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara 
lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum 
dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar 
di lebih dari setengah jumah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi 
Presiden dan Wakil Presiden. 
(4)   Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden 
terpilih dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama 
dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan 
pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai 
Presiden dan Wakil Presiden 
(5)   Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih 
lanjut diatur dalam undang-undang. 
 
Kekuasaan Presiden mengalami pengurangan yang cukup 
signifikan, bahkan banyak kalangan menilai telah terjadi pergeseran 
kekuasaan ke arah penguatan lembaga parlemen (legislatif heavy), 
khususnya pada hasil perubahan pertama dan kedua UUD 1945. 
Pengurangan dan pembatasan terhadap kekuasaan Presiden tampak 
pada Pasal 5 dan 7 UUD 1945. Presiden tidak lagi memegang kekuasaan 
membentuk undang-undang, telah berubah menjadi “Presiden berhak 
mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan 
Rakyat”. Kemudian di Pasal 7, juga sudah dibatasi masa jabatan Presiden 
dan Wakil Presiden hanya lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih 
kembali dalam masa jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa 
jabatan. 
Sebagai perimbangan dalam kekuasaan Presiden di dalam Pasal 
13, 14, 15 dan 16 UUD 1945. Ketentuan di dalam pasal-pasal tersebut 
tidak lagi menjadi kewenangan mutlak Presiden. Pengangkatan duta atau 
pun menerima penempatan duta negara lain, dan juga dalam memberikan 
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amnesti dan abolisi, Presidenmemperhatikan pertimbangan DPR. Khusus 
pemberian grasi dan rehabilitasi Presiden memperhatikan pertimbangan 
Mahkamah Agung. 
Dalam hal pemberian gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda 
kehormatan, Presiden juga harus membuat undang-undangnya terlebih 
dahulu bersama-sama DPR. Undang-undang itulah yang nantinya akan 
memerinci mengenai klasifikasi dari gelar, tanda jasa dan tanda 
kehormatan lainnya, persyaratan-persyaratan apa saja yang harus 
dipenuhi sehingga seseorang berhak memperoleh gelar, tanda jasa dan 
tanda kehormatan lainnya, serta tata cara pemberian gelar, tanda jasa, 
dan tanda kehormatan lainnya, sehingga kriterianya jelas. 
Kaitannya pertanggungjawaban Presiden dalam ketatanegaraan 
Indonesia setelah dilakukan perubahan ketiga UUD 1945 yang merubah 
mekanisme pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang sebelumnya 
dilakukan oleh MPR, sekarang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 
dilakukan secara langsung oleh rakyat, sehingga Presiden tidak lagi perlu 
menyampaikan pertanggungjawaban kepada MPR. Hal ini merupakan 
konsekuensi logis pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara 
langsung oleh rakyat. 
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E. Kewenangan  
1. Pengertian Kewenangan dan Wewenang 
Didalam UU No 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan 
di sebutkan bahwa, kewenangan pemerintahan yang selanjutnya di sebut 
kewenangan adalah kekuasaan badan dan/atau pejabat pemerintahan 
atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum 
publik, sedangkan wewenang adalah hak yang di miliki oleh badan 
dan/atau pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk 
mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggarahan 
pemerintahan.(UU No 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi 
Pemerintahan) Menurut S.F. Marbun, wewenang mengandung arti 
kemampuan untuk melakukan sesuatu tindakan hukum publik, atau 
secara yuridis memiliki kemampuan untuk bertindak yang di berikan oleh 
undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan hubungan 
hukum. Dengan demikian wewenang pemerintahan memiliki sifat, antara 
lain (S.F Marbun, 1997: 154-155).: 
a) Express implied 
b) Jelas mkasud dan tujuannya 
c) Terikat pada waktu tertentu 
d) Tunduk pada batasan tertulis dan tidak tertulis 
e) Isi wewenang dapat berifat umum. 
 
Asas legalitas menjadi dasar legitimasi tindakan pemerintah. 
Dengan kata lain, setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan 
harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang-
undang. Kewenangan (authority, gezag) itu sendiri adalah kekuasaan 
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yang diformalkan untuk orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap 
bidang pemerintahan tertentu yang berasal dari kekuasaan legislatif 
maupun dari pemerintah. Memang hal ini tampak agak legalistis formal. 
Memang demikian halnya. Hukum dalam bentuknya yang asli bersifat 
membatasi kekuasaan dan berusaha untuk memungkinkan terjadinya 
keseimbangan dalam hidup bermasyarakat. Sedangkan wewenang 
(bevoegdheid), ini adalah kemampuan untuk melakukan tindakan-tindakan 
hukum tertentu. Berkaitan dengan hal ini, maka pada dasarnya 
kewenangan pemerintah dalam penyelenggara negara berhubungan 
dengan asas legalitas. Asas legalitas merupakan salah satu prinsip utama 
yang dijadikan sebagai dasar dalam setiap penyelenggaraan 
pemerintahan dan kenegaraan disetiap negara hukum terutama bagi 
negara-negara hukum dalam sistem kontinental. (Ridwan HR, 2013: hlm 
90). 
Asas legalitas ini digunakan dalam bidang Hukum Administrasi 
Negara yang memiliki makna bahwa pemerintah tunduk kepada undang-
undang. Asas legalitas yang merupakan prinsip negara hukum yang 
sering dirumuskan dengan ungkapan “het beginsel van wetmatigheid van 
bestuur” yakni prinsip keabsahan pemerintahan. (Ridwan HR, 2013: hlm 
91). H.D. stout, dengan mengutip pendapat Verhey, mengumakakan 
bahwa het beginsel van wetmatigheid van bestuur mengandung tiga 
aspek, yakni aspek negatif, aspek formal-positif dan aspek materiil-positif. 
Aspek negatif menentukan bahwa tindakan pemerintahan tidak boleh 
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bertentangan dengan undang-undang. Aspek formal-positif menentukan 
bahwa pemerintah hanya memiliki kewenangan tertentu sepanjang 
diberikan atau berdasarkan undang-undang. Aspek materiil-positif 
menentukan bahwa undang-undang memuat aturan umum yang mengikat 
tindakan pemerintah. Hal ini berarti bahwa kewenangan itu harus memiliki 
dasar perundang-undangan dan juga bahwa kewenangan itu isinya 
ditentukan normanya oleh undang undang. (Ridwan HR, 2013: hlm 91-
92). 
Gagasan negara hukum menuntut agar penyelenggaraan urusan 
kenegaraan dan pemerintahan harus didasarkan pada undang-undang 
dan memberikan jaminan terhadap hak-hak dasar rakyat. Asas legalitas 
menjadi dasar legitimasi tindakan pemerintahan dan jaminan perlindungan 
dari hak-hak rakyat. Menurut Sjcharan Basah, asas legalitas berarti upaya 
mewujudkan duet integral secara harmonis antara paham kedaulatan 
hukum dan paham kedaulatan rakyat berdasarkan prinsip monodualistis 
selaku pilar-pilar, yang sifat hakikatnya konstitutif. (Sjcharan Basah, 1992: 
hlm 2). 
Penyelenggaraan pemerintahan yang didasarkan pada asas 
legalitas, yang berarti di dasarkan undang-undang, dalam praktiknya tidak 
memadai apalagi ditengah masyarakat yang memiliki tingkat dinamika 
yang tinggi. Bagir manan menyebutkan bahwa adanya kesulitan yang 
dihadapi oleh hukum tertulis yaitu (Bagir Manan, 1987: hlm 1-2).: 
1) Hukum sebagai bagian dari kehidupan masyarakat mencakup 
semua aspek kehidupan yang sangat luas dan kompleks, 
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sehingga tidak mungkin seluruhnya dijelmakan dalam peraturan 
perundang undangan 
2) Peraturan perundang undangan sebagai hukum tertulis sifatnya 
statis, tidak dapat dengan cepat mengikuti gerak pertumbuhan, 
perkembangan dan perubahan masyarakat yang harus 
diembannya. 
Prajudi Atmosudirjo menyebutkan beberapa persyaratan yang 
harus dipenuhi dalam penyelenggaraan pemerintahan, yaitu (Prajudi 
Atmosudirjo: hlm 79-80).: 
1) Efektivitas, artinya kegiatannya harus mengenai sasaran yang 
telah ditetapkan 
2) Legimitas, artinya kegiatan administrasi negara jangan sampai 
menimbulkan heboh oleh karena tidak dapat diterima oleh 
masyarakat setempat atau lingkungan yang bersangkuta 
3) Yuridiktas, adalah syarat yang menyatakan bahwa perbuatan 
para pejabat administrasi negara tidak boleh melanggar hukum 
dalam arti luas 
4) Legalitas, adalah syarat yang menyatakan bahwa perbuatan 
atau keputusan administrasi negara yang tidak boleh dilakukan 
tanpa dasar undang undang (tertulis) dalam arti luas ; 
5) Moralitas adalah salah satu syarat yang paling diperhatiakan 
oleh masyarakat, moral dan etika hukum maupun kebiasaan 
masyarakat wajib dijunjung tinggi 
6) Efisiensi wajib dikejar seoptimal mungkin, kehematan biaya dan 
produktivitas wajib diusahakan setinggi-tingginya 
7) Teknik dan teknologi yang setinggi-tingginya wajib dipakai untuk 
mengembangkan atau mempertahankan mutu prestasi yang 
sebaik-baiknya. 
 
2. Sumber dan Cara Memperoleh Kewenangan 
Seiring dengan pilar utama negara hukum, yaitu asas legalitas, 
maka berdasarkan prinsip itu tersirat bahwa wewenang pemerintahan 
berasal dari peraturan perundang-undangan, artinya sumber wewenang 
bagi pemerintah adalah peraturan perundang-undangan. (Ridwan HR, 
2013: hlm 101). Secara teoritik, kewenangan yang bersumber dari 
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peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui tiga cara yaitu 
atribusi, delegasi, dan mandat. (Ridwan HR, 2013: hlm 101). 
Mengenai atribusi, delegasi, dan mandat ini H.D van Wijk/ Willwm 
Konijnenbelt mendefenisikan sebagai berikut (H.D van Wijk/Willwm: hlm 
129).: 
1) Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh 
pembuat undang undang kepada organ pemerintah 
2) Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu 
organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya 
3) Mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan 
kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya. 
Dalam kajian hukum administrasi negara, mengetahui sumber dan 
cara memperoleh wewenang organ pemerintahan ini penting karena 
berkenaan dengan pertanggung jawabanhukum dalam penggunaan 
wewenang tersebut, seiring dari salah satu prinsip negara hukum tidak 
ada kewenangan tanpa pertanggung jawaban. (Ridwan HR, 2013: hlm 
105). 
Untuk memperjelas perbedaan mendasar antara wewenang 
atribusi, delegasi dan mandat berikut ini dikemukakan skema tentang 
perbedaan tersebut : 
 Atribusi Delegasi Mandat 
Cara perolehan Perundang 
undangan 
Pelimpahan Pelimpahan 
Kekuatan 
mengikatnya 
Tetap melekat 
sebelum ada 
Dapat dicabut 
atau ditarik 
Dapat di tarik 
atau digunakan 
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perubahan 
peraturan 
perundang 
undangan 
kembali apabila 
ada 
pertentangan 
atau 
penyimpangan 
sewaktu waktu 
oleh pemberi 
wewenang 
Tanggung jawab 
dan tanggung 
gugat 
Penerima 
wewenang 
bertanggung 
jawab mutlak 
akibat yang 
timbul dari 
wewenang 
Pemberi 
wewenang 
melimpahkan 
tanggung jawab 
dan tanggung 
gugat kepada 
penerima 
wewenang 
Berada pada 
pemberi mandat 
Hubungan 
wewenang 
Hubungan 
hukum untuk 
membentuk 
undang undang 
dengan organ 
pemerintahan 
Berdasarkan 
atas wewenang 
atribusi yang 
dilimpahkan 
kepada 
delegataris 
Hubungan yang 
bersifat internal 
antara bawahan 
dengan atasan 
Sumber : Sadjijono Bab Bab Pokok Hukum Administrasi , Laksbang 
PRESSindo, yogyakarta, 2008, hal 67. 
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D. Wakil Presiden  
Selain Presiden, dalam pasal 4 Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia  Tahun 945 itu, juga diatur tentang satu orang wakil 
presiden. Pasal 4 ayat 2 menegasskan, “Dalam melakukan kewajibannya, 
Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden”. Dalam pasal 6A ayat 1 
ditentukan bahwa “Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu 
pasangan secara langsung oleh rakyat”. Ketentuan mengenai satu 
pasangan ini menunjukan bahwa jabatan Presiden dan Wakil Presiden itu 
adalah satu kesatuan pasangan presiden dan wakil presiden. Keduanya 
adalah dwi tunggal atau satu kesatuan lembaga ke presidenan. (Jimly 
Assiqie, 2006: hlm 129). 
 Akan tetapi, meskipun merupakan satu kesatuan institusi 
kepresidenan, keduanya adalah dua jabatan konstitusional yang terpisah. 
Karena itu, meskipun di satu segi keduanya merupakan satu kesatuan, 
tetapi di segi yang lain, keduanya memang merupakan dua organ negara 
yang tak terpisahkan tetapi dapat dan harus dibedakan satu dengan yang 
lain. (Jimly Assiqie, 2006: hlm 129).  Wakil presiden menurut pasal 4 ayat 
2 jelas merupakan pembantu bagi presiden dalam melakukan kewajiban 
kepresidenan. Sesuai dengan sebutannya, Wakil Presiden itu bertindak 
mewakili presiden dalam hal presiden berhalangan untuk untuk 
menghadiri kegiatan tertentu atau melakukan sesuatu dalam lingkungan 
kewajiban konstitusional presiden. Dalam berbagai kesempatan dimana 
presiden tidak dapat memenuhi kewajiban konstitusionalnya karena 
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sesuatu alasan yang dapat di benarkan menurut hukum, maka wakil 
presiden dapat bertindak sebagai pengganti presiden. sementara itu, 
dalam berbagai kesempatan yang lain, wakil presiden juga dapat 
bertindak sebagai pendamping bagi presiden dalam melakukan 
kewajibannya. (Jimly Assiqie, 2006: hlm 129). 
 Di samping keempat kemungkinan posisis tersebut, wakil 
presiden juga mempunyai posisi yang tersendiri sebagai seorang pejabat 
publik. Setiap warga negara, kelompok warga negara, ataupun organisasi 
masyarakat dapat saja berkomunikasi dan berhubungan langsung dengan 
wakil presiden. Misalnya, suatu kelompok atau organisasi dalam 
masyarakat dapat saja mengajukan permohonan agar wakil presiden 
membuka suatu acara tertentu. Jika wakil presiden memenuhi 
permohonan semacam itu, maka dapat dikatakan bahwa wakil presiden 
bertindak atas nama jabatannya sendiri secara mandiri. Kedudukan 
seorang wakil presiden juga tidak dapat dipisahkan dengan presiden 
sebagai satu kesatuan pasangan jabatan yang dipilih secara langsung 
oleh rakyat melalui pemilihan umum. Karna itu, kedudukan wakil presiden 
jauh lebih tinggi dan jauh lebih penting dari jabatan menteri. Meskipun 
dalam hal melakukan perbuatan pidana, masing-masing presiden dan 
wakil presiden bertanggung jawab secara sendiri-sendiri sebagai individu 
(person), tetapi dalam rangka pertanggung jawaban politik kepada rakyat, 
presiden dan wakil presiden adalah satu kesatuan jabatan. (Jimly Assiqie, 
2006: hlm 130) 
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 Dengan demikian, wakil presiden mempunyai lima 
kemungkinan posisi terhadap presiden, yaitu (i) sebagai wakil yang 
mewakili presiden; (ii) sebagai pengganti yang mengganti presiden; (iii) 
sebagai pembantu yang membantu presiden; (iv) sebagai pendamping 
yang mendampingi presiden; (v) sebagai wakil presiden yang bersifat 
mandiri. Dalam menjalankan kelima posisi tersebut, maka secara 
konstitusional, presiden dan wakil presiden harus bertindak sebagai satu 
kesatuan subyek jabatan institusional kepresidenan. Presiden dan wakil 
presiden itu ada dua orang yang menduduki satu kesatuan subyek hukum 
lembaga kepresidenan. (Jimly Assiqie, 2006: hlm 130). 
 Dalam melakukan tindakan untuk mendampingi presiden 
dan dalam posisinya yang bersifa mandiri, wakil presiden tidak 
memerlukan persetujuan , instruksi, atau penugasan khusus dari presiden. 
Kecuali oleh presiden atau menurut peraturan yang berlaku, dikehendaki 
lain, wakil presiden dapat secara bebas menjadi pendamping presiden 
atau melakukan kegiatannya secara mandiri dalam jabatannya sebagai 
wakil presiden. Dalam kapasitas sebagai pembantu presiden, kedudukan 
wakil presiden seolah mirip dengan menteri negara yang juga bertindak 
membantu presiden. Tentu saja kedudukan wakil presiden lebih tinggi dari 
pada menteri, karena menteri bertanggung jawab kepada presiden dan 
wakil presiden sebagai satu kesatuan jabatn. Namun dalam pelaksanaan 
bantuan itu, yaitu (i) ada bantuan yang diberikan atas inisiatif wakil 
presiden sendiri; (ii) ada bantuan yang diberikan karena diminta oleh 
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presiden; dan (iii) ada pula bantuan yang harus diberikan oleh wakil 
presiden karena ditetapkan dengan keputusan presiden. biasanya para 
tugas-tugas khusus wakil presiden di masa orde baru, memang ditentukan 
dengan keputusan presiden (Jimly Assiqie, 2006: hlm 131). 
 Di samping itu, dalam kedudukannya sebagai yang mewakili 
(wakil) presiden dan sebagai yang menggantikan (pengganti), terdapat 
perbedaan mendasar. Untuk dapat mewakili, wakil presiden haruslah 
mendapat mandat, baik secara langsung, resmi, ataupun tidak langsung 
atau tidak resmi. Hubungan antara pemberi mandat dengan penerima 
mandat sama sekali tidak mengalihkan kekuasaan kepada penerima 
mandat. Pemberian mandat itu tidak bersifat mutlak dalam arti dapat saja 
ditarik kembali oleh pemberi mandat kapan saja ia merasa perlu menarik 
kembali mandat itu. (Jimly Assiqie, 2006: hlm 131). Hal itu berbeda 
dengan kedudukan wakil presiden sebagai pengganti. Penggantian 
presiden oleh wakil presiden dilakukan karena dua kemungkinan, yaitu (i) 
presiden berhalangan sementara; (ii) presiden berhalangan tetap. Jika 
presiden berhalangan sementara, maka wakil presiden diharuskan 
menerima kewenangan resmi berupa pendelegasian kewenangan 
(delegation of authority) sebagai pengganti dengan keputusan presiden. 
demikian pula apabila presiden berada dalam keadaan berhalangan tetap, 
maka proses pengalihan kewenangann (transfer of authority)  itu bahkan 
haruslah dilakukan dengan keputusan pihak lain, yaitu oleh MPR, bukan 
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dengan keputussan presiden. Bentuk hukum yang dikenal selama ini 
adalah ketetapan MPR.(Jimly Assiqie, 2006: hlm 132). 
 Yang menjadi masalah sekarang adalah, bagaimana jika presiden 
telah menetapkan suatu keputusan presiden bahwa selama mengadakan 
perjalanan keluar negeri, wakil presiden bertindak sebagai presiden 
sampai presiden kembali ke tanah air. Apakah selama berada di luar 
negeri, seorang presiden dapat bertindak sebagai presiden dalam urusan-
urusan di dalam negeri ?. Sebaliknya, meskipun wakil presiden telah 
secara resmi mendapat pendelegasian kewenangan berdasarkan 
ke[utusan presiden untuk bertindak sebagai presiden sementara presiden 
berhalangan sementara, apakah dengan begitu wakil presiden dapat 
bertindak seolah-olah sebagai presiden sungguhan, sehingga dengan 
demikian dapat menetapkan keputusan-keputusan kenegaraan yang 
menjadi kewenangan penuh seorang presiden. 
 Jawaban terhadap kedua pertanyaan tersebut sangat 
tergantung kepada (i) faktor status hukum dari kegiatan teleconference itu 
sendiri; (ii) faktor kualitas keharmonisan hubungan kerja dan pembagian 
tugas di antara presiden dan wakil presiden yang merupakan masalah 
internal di antara mereka berdua; (iii) faktor penyelenggaraan 
teleconference  yang tertutup atau terbuka; (iv) faktor ketidak laziman 
dalam penyelenggaraan kegiatan kenegaraan dengan teleconference 
semacam itu; (v) faktor krisis ekonomi yang menuntut penghematan 
versus biaya teleconference  yang tidak sedikit dan kesan 
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penyelenggaraan yang berlebihan karena diadakan berkali-kali, padahal 
seharusnya presiden berkonsentrasi menghadapi tugas-tugas di luar 
negeri. Jika teleconference  (a) sama sekali bukan kegiatan sidang 
kabinat resmi; (b) diadakan tertutup bukan untuk konsumsi publik; (c) tidak 
ada masalah dalam hubungan antara presiden dan wakil presiden, maka 
sudah tentu manfaat diadakannya teleconference tersebut tentu akan 
lebih menonjol daripada mudhorat-nya, termasuk kesan pemborosan 
biaya yang tidak kecil (Jimly Assiqie, 2006: hlm 133). 
 Akan tetapi, jika ketiga hal tersebut tidak demikian, maka 
dari peristiwa itu mudah timbul kesimpulan mengenai adanya masalah 
serius dalam hubungan di antara keduanya. Penyelenggaraan kegiatan 
yang (a) melawan arus harapan umum mengenai penghematan biaya-
biaya dan (b) memberikan sinyal negatif seolah memang ada masalah 
dalam hubungan di antara presiden dan wakil presiden, sehingga 
berpotensi menimbulkan ketidakpastian politik, menyebabkan kreatifitas 
penyelenggaraan teleconference tidak cukup beralasan untuk 
mengabaikan sama sekali adanya kelaziman ketatanegaraan di mana 
presiden yang pergi keluar negeri selalu mendelegasikan kewenangannya 
selama berada diluar negeri karena alasan berhalangan untuk sementara. 
Jika presiden berhalangan sementara, maka wakil presidenlah yang 
tampil menjadi penggantinya untuk sementara waktu untuk bertindak 
dalam menjalankan tugas-tugas presiden di dalam negeri. Mengenai apa 
saja yang akan diputuskan atau ditetapkan oleh wakil presiden sebagai 
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pengganti sementara presiden selama presiden berhalangan sementara 
dan kesepakatan pembagian tugas serta keharmonisan di antara mereka 
berdua (Jimly Assiqie, 2006: hlm 133). 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Jenis Penelitian 
Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang mengacu pada 
peraturan perundang-undangan yang relevan dan bahan hukum lain yang 
berhubungan dengan substansi penelitian, kemudian dihubungkan 
dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini. Pendekatan yang 
dilakukan dalam penelitian ini adalah pendeka perundang-undangan 
(statute aprroach), pendekatan konseptual (conseptual aprroach), 
pendekatan kasus (case aprroach) dan pendekatan komparatif 
(comparative aprroach) (Peter Mahmud Marzuki, 2015: hlm 133). 
B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 
Jenis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan dua jenis 
bahan hukum, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. 
1. Bahan hukum primer yaitu data yang terdiri dari peraturan 
perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah sidang 
pembentukan peraturan perundang-undangan.   
2. Bahan hukum sekunder yaitu merupakan data yang di peroleh 
melalui wawancara yang di lakukan langsung dengan responden 
yang dapat mewakili beberapa sumber dalam hal ini adalah staf 
humas sekretariat Wakil Presiden dan beberapa pakar hukum. 
Serta publikasi tentang bahan hukum yang bukan merupakan 
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catatan resmi. Publikasi tersebut meliputi buku-buku teks, kamus 
hukum, jurnal-jurnal hukum dan makalah hukum.  
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 
Teknik Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini ditempuh 
prosedur.Studi kepustakaan (Library Research) Studi kepustakaan adalah 
mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, 
mencatat dan memahami berbagai literatur yang berkaitan dengan 
permasalahan yang diteliti (Zainuddin Ali, 2011: hlm 176). 
D. Analisis Bahan Hukum 
Bahan hukum yang telah terkumpul akan di kumpulkan dengan baik 
secara primer dan sekunder dan tersusun secara sistematis kemudian 
dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu mengungkapkan 
dan memahami kebenaran masalah serta pembahasan dengan 
menafsirkan data yang diperoleh kemudian menuangkannya dalam 
bentuk kalimat yang tersusun secara terinci dan sistematis. 
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BAB IV 
PEMBAHASAN 
A. Wewenang Wakil Presiden dalam Penyelenggaraan 
Pemerintahan 
Wewenang dalam Undang-Undang No 30 tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan dalam Pasal 1 ayat 5 diatur bahwa 
“Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat 
Pemerintahan atau Penyelenggara negara lainnya untuk mengambil 
keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaran pemerintahan” (UU 
No 30 Tahun 2014 Tentang administrasi Pemerintahan). Dimana sumber 
wewenang secara  teoritik,  kewenangan  yang  bersumber  dari  
peraturan perundang  undangan diperoleh  melalui tiga cara  yaitu atribusi, 
delegasi, dan  mandat (Ridwan HR, 2013: hlm 101). 
Mengenai  atribusi,  delegasi  dan  mandat  ini penjelasannya  
sebagaimana telah dibahas sebelumnya dalam tinjauan pustaka 
sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemeerintahan sebagai berikut: 
a)  Atribusi  adalah  pemberian kewenangan kepada Badan/atau 
Pejabat Pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-undang`. 
b)  Delegasi  adalah  pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau 
Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau 
Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung 
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jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada 
penerima delegasi. 
c)  Mandat  adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau 
Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan 
tanggungjawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi 
mandat. (UU No 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi 
Pemerintahan) 
 Dari ketiga cara memperoleh kewenangan di atas, untuk 
kewenangan Wakil Presiden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, 
tidak ada aturan khusus yang membahas mengenai wewenangnya. 
Pengaturan terkait Wewenang wakil presiden hanya diatur dalam Undang-
Undang Dasar 1945 dalam pasal 4 ayat 2 yang diatur bahwa “Dalam 
melakukan Kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil 
Presiden”. Terhadap hal ini tidak ada ukuran pasti terkait ukuran 
pembantuan Wakil Presiden kepada Presiden. pendekatan terkait ukuran 
Pemabantuan Wakil Presiden hanya dapat dilakukan dengan menafsirkan 
kalimat pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Dimana secara 
leksiografi, kata “dibantu” berasal dari kerta kerja “bantu” yang dapat 
diartikan sebagai tolong, dari kata kerja “bantu” tersbut muncul kata kerja 
“membantu” yang berarti memberi sokongan (tenaga dan sebagainya) 
supaya kuat (kukuh, berhasil baik dan sebagainya) (Kamus Besar Bahasa 
Indonesia, 1999: hlm 91). Sepadan dengan kata kerja menolong yang 
berarti 1. Membantu untuk meringankan beban (penderitaan, kesukaran 
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dan sebagainya); 2. Membantu supaya dapat melakukan sesuatu; 3. 
Melepaskan  diri dari (bahaya, bencana dan sebagainya); 4. Dapat 
meringankan (penderitaan dan sebagainya) (Kamus Besar Bahasa 
Indonesia, 1996: hlm 96). 
Yang dimaksud “wakil” adalah kata benda yang berarti 1. Orang 
yang dikuasakan menggantikan orang; 2. Orang yang dipilih sebagai 
utusan negara; duta; 3. Orang yang menguruskan perdagangan dan 
sebagainya untuk orang lain; 4. Jabatan yang kedua setelah yang tersebut 
didepannya (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1996: hlm 1123). Beranjak 
dari beberapa arti wakil tersebut, dapat disimpulkan bahwa Wakil Presiden 
sama dengan orang yang dikuasakan menggantikan Presiden dalam 
kondisis tertentu atau jabatan kedua setelah jabatan Presiden. 
Dalam kamus Hukum, kata “wakil” diartikan sebagai pengganti atau 
orang kedua yang dapat mengambil keputusan, (Andi Hamzah, 1986: hlm 
627)sedangkan berdasarkan istilah yang digunakan dalam Pasal 4 ayat 2 
Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, yakni kata “dibantu” menunjuk 
pada kalimat pasif sehingga dapat dipahami bahwa Presiden (secara 
pasif) dibantu oleh Wakil Presiden dalam melakukan kewajibannya. Oleh 
karna itu, Presiden wajib meminta bantuan Wakil Presiden dalam 
melaksanakan kewajibannya sedangkan Wakil Presiden berkewajiban 
membantu Presiden. 
Mengacu pada penafsiran leksiografis-terminologis tersebut, dapat 
disimpulkan bahwa : 
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1. Kata kerja “dibantu” berpadanan dengan kata kerja “ditolong”’, 
selanjutnya 
2. Sifat dan bantuan Wakil Presiden tersebut adalah aktif dalam 
pelaksanaan kewajiban Presiden. Artinya Wakil Presiden wajib 
memberikan bantuannya demi terselenggaranya pelaksanaan 
tugas yang diemban Presiden (dalam hal ini penyelenggaraan 
pemerintahan negara); 
3. Bentuk pembantuan dalam arti menolong; meringankan kewajiban 
Presiden, agar pelaksanaan kewajibannya berhasil dengan baik. 
(Mochammad Isnaeni Ramdhan, 2015: hlm 79). 
Selain hal di atas sebagaimana disebutkan dalam pembahasan 
tinjauan pustaka bahwa Wakil Presiden sebagai pembantu presiden dapat 
memilliki 3 kemungkinan posisi yakni:  
1. Kewenangan Wakil Presiden Sebagai Wakil Dari Presiden. 
Wakil presiden adalah sebagai pejabat yang dapat bertindak 
sebagai wakil dari presiden yaitu mewakili presiden dalam melaksanakan 
tugas dan kewajiban serta wewenang jabatan presiden terlebih dahulu 
harus terdapat hal-hal yang menyebabkan presiden berhalangan 
melaksanakan tugas, kewajiban dan wewenang jabatannya dan sifat dari 
berhalangan tersebut adalah sementara. Secara teoritis, yang 
menyebabkan presiden berhalangan sementara seperti (Harun Alrasyid, 
1999: hlm 66): Sakit, Berkunjung, Kedaerah, Berkunjung ke luar negeri, 
Cuti (istrahat), Sibuk (pada acara) dan lain-lain.  Sebagai pejabat yang 
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mewakili Presiden dalam melaksanakan tugas dan wewenang jabatan 
presiden, Wakil Presiden terlebih dahulu harus mendapat perintah atau 
diberi kuasa oleh Presiden, tampa adanya kuasa atau perintah dari 
Presiden, Wakil Presiden tidak dapat mewakili presiden dalam 
melaksanakan tugas dan wewenang jabatan Presiden. Adanya perintah 
atau kuasa dari presiden kepada Wakil Presiden merupakan suatu 
mandat. Presiden sebagai pemberi mandat dan Wakil Presiden sebagai 
penerima mandat. Sebagai pemberi mandat, Presiden kapan saja dapat 
menarik mandatnya dari Wakil Presiden sesuai aturan yang berlaku. Wakil 
Presiden sebagi penerima mandat harus menjalankan mandat tersebut 
sesuai dengan isi dan maksud mandat yang diberikan. 
2. Kewenangan Wakil Presiden Sebagai Pembantu Presiden. 
 Untuk mengetahui apa saja yang menjadi wewenang Wakil 
Presiden sebagai pembantu Presiden, terlebih dahulu harus diketahui apa 
saja yang menjadi kewajiban dari Presiden, hal ini sebagai dasar 
kewenangan Wakil Presiden sebagai pembantu Presiden. Salah satu 
wewenang Presiden diatur dalam Pasal 4 ayat (1) yakni: Presiden 
Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut 
Undang-Undang Dasar, dan Pasal (2) UUD NRI Tahun 1945 yakni dalam 
melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil 
Presiden. dimana apabila ayat kedua tersebut dihubungkan dengan ayat 
pertama, maka hal ini berarti bahwa Wakil Presiden memberi bantuan 
kepada Presiden dalam bidang kekeuasaan pemerintahan (eksekutif). (Sri 
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Soemantri, 1993: hlm 116). Dengan demikian, bentuk bantuan Wakil 
Presiden kepada Presiden adalah bantuan dalam hal melaksanakan 
Undang-Undang. Hal ini juga bersesuaian dengan sumpah/janji presiden 
dan/atau wakil presiden yang ditentukan dalam Pasal 9 ayat (1) UUD NRI 
Tahun 1945 yakni: 
Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden 
bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-
sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan 
Perwakilan Rakyat sebagai berikut : 
Sumpah Presiden (Wakil Presiden) : Demi Allah, saya bersumpah 
akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil 
Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan 
seadiladilnya, memegang teguh Undang-undang Dasar dan 
menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan 
selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa. Janji 
Presiden (Wakil Presiden) : Saya berjanji dengan sungguh-sungguh 
akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil 
Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan 
seadilnya, memegang teguh Undang-undang Dasar dan 
menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan 
selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa. 
 
3. Kewenangan Wakil Presiden Sebagai Pengganti Presiden. 
Sebagai pengganti Presiden, seorang Wakil Presiden tidak lagi 
disebut Wakil Presiden, melainkan sebagai Presiden, dan juga tidak 
terjadi rangkap jabatan. Artinya adalah dengan mengganti kedudukan 
Presiden yang lowong, Wakil Presiden terlepas dari jabatan sebagai Wakil 
Presiden. Sebagai contohnya jika Presiden meninggal dunia, meka secara 
langsung Wakil Presiden akan menggantikannya sebagai Presiden. 
Karena sebagai presiden maka segala kewenangan yang ada pada 
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jabatan Presiden adalah menjadi kewenangan presiden pengganti (yang 
sebelumnya wakil presiden). 
Dari hal di atas dapat disimpulkan bahwa wewenang Wakil 
Presiden yakni berupa: 
1. Wewenang yang bersumber atribusi yakni: 
Wewenang wakil presiden sebagai pembantu presiden dan Wakil 
presiden sebagai pengganti presiden, sebagaimana yang telah 
dijelaskan dalam undang-undang No 30 Tahun 2014 tentang 
administrasi pemerintahan bahwa atribusi adalah pemberian 
kewenagan kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan oleh 
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
atau undang-undang. Berangkat dari hal tersebut, dalam pasal 2 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
yakni dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu 
orang Wakil Presiden 
2. Wewenang yang bersumber delegasi yakni: 
Wakil presiden sebagai pengganti presiden, dalam menjalankan 
kewenangannya Wakil Presiden tidak memerlukan perintah atau 
persetujuan dari Presiden kecuali dikehendaki lain oleh Presiden 
atau peraturan perundang-undangan. Pola hubungan presiden dan 
wakilnya pasca orde baru dan reformasi, mengalami  pergeseran 
sehingga tugas dan wewenang Wakil Presiden tergantung pada 
pembagian tugas antara keduanya, dan pembagian itu tetap 
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merupakan beleid atau kebijakan (policy) Presiden kepada Wakil 
Presiden. 
3. Wewenang yang bersumber mandat  yakni: 
Wewenang wakil presiden sebagai wakil dari presiden, mewakili 
presiden dalam melaksanakan tugas dan kewajiban serta 
wewenang jabatan presiden terlebih dahulu harus terdapat hal-hal 
yang menyebabkan presiden berhalangan melaksanakan tugas, 
kewajiban dan wewenang jabatannya dan sifat dari berhalangan 
tersebut adalah sementara. Sebagai pejabat yang mewakili 
Presiden dalam melaksanakan tugas dan wewenang jabatan 
presiden, Wakil Presiden terlebih dahulu harus mendapat perintah 
atau diberi kuasa oleh Presiden, tampa adanya kuasa atau perintah 
dari Presiden, Wakil Presiden tidak dapat mewakili presiden dalam 
melaksanakan tugas dan wewenang jabatan Presiden. Adanya 
perintah atau kuasa dari presiden kepada Wakil Presiden 
merupakan suatu mandat 
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B. Pelaksanaan Wewenang Wakil Presiden dalam Penyelenggaraan 
Pemerintahan. 
Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah 
rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi 
biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara 
sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Pelaksaan menurut 
kamus besar bahasa indonesia diartikan sebagai perbuatan 
melaksanakan. 
Majone dan Wildavsky mengemukakan pelaksanaan sebagai 
evaluasi. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa Pelaksanaan 
adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan. (Nurdin Usman, 
2002: hlm 70). Pengertian-pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata 
pelaksanaan bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau 
mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa 
pelaksanaan bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang 
terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan norma 
tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. 
Pelaksanaan wewenang wakil presiden adalah pengimplementasian 
wewenang wakil presiden sebagaimana disebutkan dalam pembahasan di 
awal bahwa wewenang wakil prresiden berdasarkan sumber kewenangan 
maka wewenang wakil presiden ada 3 yakni : 
 
62 
1. Kewenangan Wakil Presiden Sebagai Wakil Dari Presiden. 
2. Kewenangan Wakil Presiden Sebagai Pembantu Presiden. 
3. Kewenangan Wakil Presiden Sebagai Pengganti Presiden. 
Dari hal di atas terlihat bahwa wewenang wakil presiden ada 3. 
Dimana pelaksanaan dapat diuraikan sebagai berikut: 
Untuk kewenangan yang bersumber dari atribusi dalam hal ini 
kewenangan wakil  presiden sebagai pembantu presiden. Asas legalitas 
menjadi dasar legitimasi tindakan pemerintah. Dengan kata lain, setiap 
penyelenggaraan kenegaraan oleh Wakil Presiden harus memiliki 
legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. 
Sebagaimana dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Dasar.  Atribusi 
kewenangan dalam peraturan perundang-undangan adalah pemberian 
kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan yang pada 
puncaknya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 atau undang-
undang kepada suatu lembaga negara atau pemerintah dalam hal ini 
adalah Wakil Presiden. Kewenangan tersebut melekat terus menerus dan 
dapat dilaksanakan atas prakarsa sendiri setiap diperlukan. Pelaksanaan 
wewenang ini secara langsung berlaku tanpa ada perantara.  
Apabila wewenang yang diperoleh organ pemerintahan secara atribusi 
itu bersifat asli yang berasal dari peraturan perundang-undangan, yaitu 
dari redaksi pasal-pasal tertentu dalam peraturan perundang-undangan. 
Penerima dapat menciptakan wewenang baru atau memperluas 
63 
wewenang yang sudah ada dengan tanggung jawab intern dan ekstern 
pelaksanaan wewenang yang diatribusikan sepenuhnya berada pada 
penerima wewenang. Salah satu wewenang Presiden diatur dalam Pasal 
4 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  
yakni: Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan 
menurut Undang-Undang Dasar, dan Pasal  2 yakni: dalam melakukan 
kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden. Sehingga  
apabila ayat kedua tersebut dihubungkan dengan ayat pertama, maka hal 
ini dapat diartikan bahwa Wakil Presiden memberi bantuan kepada 
Presiden dalam bidang kekeuasaan pemerintahan (eksekutif).  
Dari apa yang telah dijelaskan di atas dapatlah ditarik suatu 
kesimpulan bahwa pada dasarnya, pelaksanaan wewenang Wakil 
Presiden yang bersumber dari atribusi memperoleh wewenang secara 
langsung oleh Undang-Undang Dasar. Yang mana dalam kegiatannya 
melibatkan beberapa unsur disertai dengan Faktor-faktor yang dapat 
menunjang program pelaksanaannya  adalah komunikasi, hal ini nantinya 
akan menunjang suatu program yang dapat dilaksanakan dengan baik 
apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses 
penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi 
yang disampaikan. Sehingga pelaksanaan atribusi oleh Wakil Presiden 
dapat menciptakan wewenang baru , tetapi dengan tanggung jawab terkait 
pelaksanaan wewenang ini berada di Wakil Presiden 
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Untuk kewenangan yang bersumber dari delegasi maka pelaksanaan 
wewenang ini terlebih dahulu haarus ada pendelegasian wewenang. Pada 
delegasi terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh 
Presiden yang telah memperoleh wewenang secara atribusi. Jadi suatu 
delegasi yang diberikan kepada Wakil Presiden selalu didahului oleh 
adanya suatu atribusi wewenang. Pada delegasi tidak ada penciptaan 
wewenang, yang ada hanya pelimpahan wewenang dari Presiden ke 
Wakil Presiden. Tanggung jawab yuridis tidak lagi berada pada Presiden, 
akan tetapi Beralih kepada Wakil Presiden. Hal ini seiring dengan salah 
satu prinsip dalam negara hukum; tidak ada kewenangan tanpa 
pertanggung jawaban (Ridwan Hr, 2013: hlm 105). 
Terkait penyelenggarahan pemerintahan di Indonesia,  Wakil Presiden 
sebagai pengganti presiden dalam menjalankan tugasnya yang berkaitan 
dengan pelaksanaan delegasi ini sebelumnya Wakil Presiden 
malaksanakan wewenangnya secara delegasi terlebih dahulu menerbitkan 
suatu keputusan presiden yang mendegasikan kewenangannya kepada 
Wakil Presiden dalam bentuk keputusan presiden. Hal ini biasa dilakukan 
oleh Presiden Joko Widodo ketika sedang berada di luar negeri, dimana 
Keputusan Presiden tersebut biasanya berlaku sampai Presiden kembali 
ke Indonesia 
Kewenangan harus dilandasi oleh ketentuan hukum yang ada 
(konstitusi), sehingga kewenangan tersebut merupakan kewenangan yang 
sah (F.A.M. Stroink dalam Abdul Rasyid Talib, 2006: hlm 219). Dengan 
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demikian Wakil Presiden dalam menjalankan dan  mengeluarkan 
keputusan didukung oleh sumber kewenangan tersebut. Sehingga 
pelaksanaan wewenang Wakil Presiden dapat dikuatkan oleh hukum 
positif guna mengatur dan mempertahankannya. Tanpa Ketetapan 
Presiden, Wakil Presiden tidak dapat mengeluarkan  suatu keputusan 
yuridis yang benar. Selain itu, Wakil Presiden juga berkewajiban 
memberikan keterangan (penjelasan), artinya delegans dalam hal ini 
Presiden berhak untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan 
wewenang tersebut. Hal tersebut juga sesuia dengan apa yang menjadi 
syarat-syarat pelimpahan wewenang pemerintahan melalui delegasi 
sebagai berikut : 
a. Delegasi harus definitif, artinya delegasi tidak dapat lagi  
menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu;  
b. Delegasi harus berdasarkan ketentuan perundang-
undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan jika ada 
ketentuan yang memungkinkan untuk itu dalam peraturan 
perundang-undangan; 
c. Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hierarki 
kepagawaian tidak diperkenankan adanya delegasi;  
d. Kewajiban memberi keterangan (penjelasan), artinya 
delegans berwenang untuk meminta penjelasan tentang 
pelaksanaan wewenang tersebut; 
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e. Peraturan kebijakan (beleidsregel), artinya delegans 
memberikan instruksi (petunjuk) tentang penggunaan 
wewenang tersebut. (Ridwan HR, 2013: hlm 105) 
Untuk kewenangan yang bersumber dari mandat maka sebagai 
pejabat yang mewakili Presiden dalam melaksanakan tugas dan 
wewenang jabatan Presiden, Wakil Presiden terlebih dahulu harus 
mendapat perintah atau diberikan mandat oleh Presiden, tanpa adanya 
mandat atau perintah dari Presiden, Wakil Presiden tidak dapat 
melaksanakan tugas dan wewenang jabatan Presiden yang telah 
dilimpahkan kepada Wakil Presiden. 
 Adanya perintah atau kuasa dari presiden kepada Wakil Presiden 
merupakan suatu mandat. Presiden sebagai pemberi mandat dan Wakil 
Presiden sebagai penerima mandat. Sebagai pemberi mandat, Presiden 
kapan saja dapat menarik mandatnya dari Wakil Presiden sesuai aturan 
yang berlaku. Wakil Presiden sebagi penerima mandat harus menjalankan 
mandat tersebut sesuai dengan isi dan maksud mandat yang diberikan. 
Pelaksanaan wewenang oleh Wakil Presiden ini harus tunduk pada 
batasan batasan yuridis. Mengenai pelaksanaan wewenang ini terdapat 
aturan-aturan hukum tertulis dan tidak tertulis yang mengaturnya. Di 
samping itu, terkait pelaksanaan wewenang yang telah dilimpahkan 
kepada Wakil Presiden harus disertai dengan pertanggung jawaban 
hukum. Adapun tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada 
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pemberi mandat. Sehingga Wakil Presiden dalam melaksanakan 
wewenangnya hanya bekrja dan bertindak atas nama pemberi mandat 
dalam hal ini adalah Presiden.  
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BAB V 
KESIMPULAN 
A. KESIMPULAN 
1. Kewenangan Wakil Presiden tidak diatur secara tegas dalam 
peraturan perundang-undangan. Wewenang Wakil Presiden 
hanya ditemukan dengan menganalisis peraturan perundang-
undangan.` Dimana ada 3 Kewenangan Wakil Presiden yakni: 
Kewenangan Wakil Presiden Sebagai Wakil Dari Presiden, 
Kewenangan Wakil Presiden Sebagai Pembantu Presiden, 
Kewenangan Wakil Presiden Sebagai Pengganti Presiden,  
2. Pelaksanaan kewenangan wakil presiden tergantung sumber 
dari kewenangan tersebut.  Kewenangan yang berumber dari 
atribusi pelaksanaan wewenang Wakil Presiden memperoleh 
wewenang secara langsung oleh Undang-Undang Dasar 1945 
dan pelaksanaannya tanpa melalui perantara. Untuk 
kewenangan yang bersumber dari delegasi maka pelaksanaan 
wewenang ini terlebih dahulu harus ada pendelegasian 
wewenang yang memiliki kekuatan hukum sehingga 
pelaksanaan wewenang Wakil Presiden dapat dikuatkan oleh 
hukum positif guna mengatur dan mempertahankannya. 
Mengenai pelaksanaan wewenang mandat ini terdapat aturan-
aturan hukum tertulis dan tidak tertulis yang mengaturnya. Di 
samping itu, disertai pertanggung jawaban dan Wakil Presiden 
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dalam melaksanakan wewenangnya hanya bekrja dan bertindak 
atas nama pemberi mandat dalam hal ini adalah Presiden.  
 
B. SARAN 
1. Perlu dibuat pengaturan secara tegas terkait kewenangan Wakil 
Presiden. Pengaturan tersebut dituangkan dalam Undang Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar 
hukum peraturan perundang-undangan. 
2. Perlu dibuat jalur koordinasi yang baik antara Presiden dan Wakil 
Presiden terkait penyelenggaraan pemerintahan.  
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